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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang membahas tentang “Analisis Hukum
Islam terhadap Pandangan Ulama tentang Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Lebaran
(Studi Kasus di Kota Surabaya).” Permasalahan dalam penelitian ini meliputi (1) apa akad
yang digunakan oleh pelaku penukaran uang baru menjelang lebaran di Kota Surabaya? (2)
bagaimana pendapat ulama terhadap praktik penukaran uang menjelang lebaran di Kota
Surabaya? (3) bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan ulama tentang praktik
penukaran uang baru menjelang lebaran di Kota Surabaya?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan pendekatan kualitatif yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati. Teknik analisis data menggunakan deskriptif-verifikatif yaitu
membuktikan suatu peristiwa berdasarkan teori Hukum Islam dengan menggunakan
penalaran induktif. Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara
dengan pihak yang terlibat dalam praktik penukaran uang dan para ulama di Kota Surabaya.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Akad dalam praktik penukaran uang
menjelang lebaran di Kota Surabaya lebih cenderung ke arah jual beli uang bukan jual jasa
karena terdapat unsur tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar dilakukan
untuk memperoleh kesepakatan mengenai harga dari uvang yang ditukar. (2) terdapat
perbedaan pendapat pada pandangan ulama mengenai transaksi penukaran uang baru
menjelang lebaran di Kota Surabaya. Ada dua kelompok yaitu ulama yang setuju terhadap
praktik penukaran uang dan ulama yang tidak setuju terhadap praktik penukaran uang. Ulama
yang setuju menyatakan bahwa penukaran uang yang terjadi di jalan menjelang lebaran
termasuk jual jasa, yaitu seseorang menjajakan uang receh. Selain itu ulama yang setuju juga
membolehkan tambahan yang diminta oleh penjual dengan alasan merupakan uang jasa.
Ulama yang setuju melihat adanya sisi manfaat yang diperoleh dari praktik penukaran vang
yakni menghemat waktu pembeli tanpa harus mengantri di bank dan manfaat untuk penjual
adalah memperoleh uang sebagai jerih payahnya. Sedangkan ulama yang tidak setuju
menyatakan bahwa praktik penukaran uang menjelang lebaran di jalanan hukumnya haram
dengan alasan hadits nabi yang menyatakan bahwa tukar emas atau perak jika sejenis harus
dilakukan dengan cara seimbang nilainya atau kualitasnya. Jika tidak demikian maka
termasuk riba fadl. (3) Hukum Islam dalam memandang pendapat ulama mengenai praktik
penukaran ini lebih cenderung kepada pandangan ulama yang tidak setuju dengan alasan
dalam syarat-syarat khusus jual beli barang ribawi, disyaratkan adanya persamaan jumlah
antara kedua mata vang dan keharusan menghindari kemungkinan terjadinya riba.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut. (1) Ulama
Surabaya dapat menjadikan penelitian ini untuk refrensi sebagai data yang bisa dimanfaatkan
karena disajikan pendapat para pihak yang terlibat dalam transaksi beserta alasan mereka. (2)
Jika memang kebutuhannya sangat mendesak, sebaiknya melakukan praktik ini sesuai dengan
yang disyariatkan oleh Islam yaitu dengan memberikan wewenang kepada pembeli untuk
menentukan imbalan. (3) Bank di Surabaya bisa memberikan kesempatan yang lebih luas
kepada masyarakat yang ingin menukarkan uvang menjelang lebaran dan tidak perlu
membatasi hari transaksi.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Idul Fitri adalah dua kata yang terdiri dari kata Idul dan Fitri. Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Idul artinya kembali, scdangkan Fitri berarti asal
kzjadian semula yaitu fitrah atau suci.! Hal ini disebutkan dalam al-Qur’an Surat

Ar-Rum ayat 30, sebagai berikut:

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah;
(tctaplah atas) fitralh Allah yang telah menciptakan manusia menurut
fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang
lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.’

Fitrah Allah maksudnya adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah
mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak
beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mercka tidak beragama tauhid itu

hanyalah lantaran pengaruh lingkungan. Oleh sebab itu, semua muslim kembali

kepada asalnya sebagai makhluk yang suci pada saat Hari Raya Idul Fitri.

! Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
1990), 320.
2 Departemen Agama Rl, Mushaf al-Quran Terjemah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 407.
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Hari Raya Idul Fitri merupakan sesuatu yang bersifat kebiasaan (akan
terulang dari tahun ke tahun). Peristiwa tahunan yang sangat ditunggu umat
muslim di seluruh dunia. Saat itu seluruh umat muslim merayakan hari
kemenangan yang sebelumnya telah menjalankan ibadah puasa selama sebulan
penuh pada bulan Ramadhan.

Di Indonesia, fenomena Idul Fitri ini ditandai dengan berbagai kegiatan.
Di antaranya, scbagian masyarakat sibuk berangkat mudik (pulang kampung),
saling mengunjungi (silaturahmi), bermaaf-maafan, memberi dan mencrima
“angpau” (uang jajan). Selain itu, tidak jarang diadakan kegiatan hala/ bi halal di
Lembaga, Instansi, atau perusahaan untuk menunjukkan kebersamaan antar
keluarga atau antar relasi.

Muslim Indonesia biasa menyebut Hari Raya Idul Fitri dengan sebutan
Lebaran. Lebaran merupakan ajang yang baik untuk reuni keluarga, tetangga,
dan teman. Pada hari-hari biasa, orang-orang yang sibuk berkarir, tidak punya
banyak waktu untuk bertemu keluarga, pada saat lebaran, mereka dapat
berkumpul dan bertemu. Oleh karcna itu, Hari Raya Idul Fitri memiliki arti
penting bagi warga Indoncsia yang mayoritas pcnduduknya beragama Islam.

Selain itu, lebaran menjadi hari yang membahagiakan untuk semua orang.
Bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak kecil dan remaja. Pada hari itu
berancka macam makanan dan jajanan bisa mercka dapatkan. Anak-anak

tersebut bisa sepuasnya mencicipi secara gratis di rumah sendiri, saudara,



tetangga, atau teman. Selain jajanan, hal yang lebih membahagiakan anak kecil
dan remaja adalah mendapatkan uang saku yang khusus dibagikan saat lebaran.

Membagi-bagikan uang pada saat lebaran dilakukan oleh orang dewasa
kepada anak-anak kecil atau remaja. Hal ini menjadi ciri khas dan ditunggu-
tunggu oleh anak-anak. Uang tersebut biasanya berbentuk pecahan (receh),
seperti dua ribuan, lima ribuan, scpuluh ribuan, dua puluh ribuan, atau lima puluh
ribuan, bergantung pada yang memberi. Walaupun nilainya kecil, jika
dikumpulkan, akan menjadi jumlah yang banyak dan menggembirakan bagi anak-
anak. |

Budaya pemberian uang kepada sanak saudara ini secara tidak langsung
menjadi suatu hal yang wajib pada saat lcbaran. Budaya inilah yang
menyebabkan kebutuhan uang receh semakin meningkat. Sebagian masyarakat
memiliki kebiasaan menukarkan uang pccahan besar ke pecahan kecil menjadi
uang ribuan, lima ribuan, sepuluh ribuan dan dua puluh ribuan di bank-bank.
Untuk memenuhi kebutuhan uang recech, Bank Indonesia (BI) menyediakan

layanan penukaran uang baru dalam bentuk receh tanpa dipungut biaya.



Penukaran uang receh tidak hanya terjadi di kota-kota tertentu saja,
tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kota Surabaya. Menjelang
hari raya Idul Fitri, penukaran uang pccahan kecil (receh) di Bank Indoncsia (BI)
Surabaya antara 11 Agustus hingga 6 Scptember 2010 melonjak tajam hingga
mencapai Rp 77,8 miliar karena meningkatnya permintaan pasar di wilayah ini.?

Menurut Deputi Pemimpin Bidang Sistem Pembayaran Kantor Bank
Indonesia (BI) Surabaya, Mahmud di Surabaya, dalam surat kabar Selasa
(1/9/2010) menyatakan, penukaran uang pecahan kecil bisa melalui 35 bank
umum dan 6 BPR yang tersalurkan melalui 334 gerai mencapai Rp 694,335
miliar. Penukaran uang di sejumlah kalangan perbankan di Jawa Timur dan di
tingkat nasional sama sekali tidak dipungut biaya. Pada Ramadhan tahun ini ada
334 gerai penukaran uang tersebut baik bank umum maupun BPR.*

Mayoritas penukaran uang pecahan kecil di Bank Indonesia dan 334 gerai
perbankan di antaranya berupa nominal Rp 2.000 sebanyak 82,34 juta lembar,
lalu Rp 5.000 sebanyak 42,4 juta lcmbar, pccahan Rp 10.000,00 scbanyak 24,578
juta lembar dan Rp 1.000 sebanyak 21,800 juta lembar,” ungkap Mahmud.’

Tingginya permintaan masyarakat ini seringkali menyebabkan antrian
yang panjang di sejumlah bank di Surabaya, termasuk di Bank Indonesia cabang
Surabaya yang menjadi pusat penukarannya. Tidak jarang pula stok uang receh

habis karcna banyaknya pcrmintaan, untuk itu bank membatasi jumlah

3 Achmad Surya, “ Jelang Lebaran Penukaran Uang Receh di Surabaya Capai Rp 778 Miliar,” dalam
http:/rimanews.com/read/20100907/2689/ (7 September 2010, 09:25 WIB).

* Ibid.

5 Ibid.



penukaran, yakni Rp 3,9 juta per orang atau masing-masing orang dapat
mengambilnya dua kali setiap pekan.®

Sudah menjadi rutinitas menjelang lebaran banyak orang membutuhkan
uang baru. Untuk itu, mereka menukarkan uang tersebut di Bank Indonesia.
Namun, tidak semua orang memiliki waktu cukup untuk menukarkan uangnya
itu ke BI atau bank. Banyak di antara masyarakat yang enggan antri menukarkan
uangnya di bank. Sehingga, momen tersebut scring dimanfaatkan orang atau
kelompok tertentu. Misalnya, memperjualbelikan uang baru di beberapa tempat
yang stratcgis. Seperti di pasar-pasar, perempatan, mall dan lain-lain. Terdapat
beberapa Istilah dalam menyebutkan transaksi penukaran ini, terkadang
masyarakat menyebutnya dengan jual beli uang kadang juga tukar menukar uang.
Terlepas dari istilah, mengenai transaksi itu sendiri, anehnya orang lebih suka
membeli di pinggir-pinggir jalan daripada harus menukarkan di bank. Mereka
beranggapan menukar di pinggir jalan lebih mudah daripada mengantri di Bank.

Mungkin ini sudah menjadi tradisi orang Indoncsia yang scnantiasa ingin
mengambil mudahnya saja. Pcnukaran uang baru menjelang lebaran memang
menjadi bisnis yang menarik dan memiliki peluang keuntungan. Umumnya
seseorang yang ingin menukar uang Rp 100.000, maka orang tersebut biasa
mendapatkan uang receh baru itu dengan menyerahkan ke penjual jasanya

sejumlah Rp 110.000 sampai Rp 120.000, secbagai uang jasa menurut

8 Ibid.



mereka.7Seperti yang diungkapkan oleh Solikhin,®? jasa penukar uang,
mengatakan,”Uang yang mercka tukar terdiri dari satuan Rp 100.000, Rp 20.000,
Rp 10.000 dan paling kecil Rp 1.000.”

Tidak ada pembatasan jumlah penuakaran uang, namun mereka yang
membuka jasa menarik keuntungan, untuk Rp 100.000 ditukar menjadi Rp
120.000. Setiap satuan mencari keutungan Rp 10.000.-

Terdapat beberapa modcl lain dalam penukaran uvang di jalanan ini.
Di atas telah dijelaskan model pertama, yakni tukar dengan kelebihan, misalnya
tukar Rp 100.000 dengan Rp 110.000 atau Rp 120.000. Model kedua adalah
menukar uang dan ada pengurangannya, misalnya Rp 100.000 dengan Rp 90.000
atau Rp 95.000. Model ketiga adalah menukar uang dan upahnya diberikan oleh
pembeli secara sukarela. Misalnya, menukar uang Rp 100.000. Penjual meminta
upah atau ongkos jasa, tetapi yang mencntukan nominalnya adalah pembéli
(seikhlasnya).’

Peluang bisnis ini rupanya dimanfaatkan beberapa orang untuk mengeruk
keuntungan dari penjualan uang. Bcberapa penjual asongan akhirnya pindah
profesi menjadi penjual vang. Umumnya, para penjual itu antri sendiri di Bank
yang akhirnya dijual di jalanan. Tetapi ada juga penjual yang mengambil uang
dari pengepul dengan sejumlah harga atau ada sescorang yang memberi modal

kepada para penjual untuk ditukarkan ke bank-bank.

7 o

Ibid.
® Solikhin (penjual vang), Wawancara, di Jalan Pahlawan Surabaya, 14 April 2011.
® Farhatin (pembeli), Wawancara, Surabaya, 7 Maret 2011.



Banyak kontroversi mengenai transaksi penukaran uang baru menjelang
lebaran ini. Sebagian besar masyarakat khususnya ulama menganggap bahwa
transaksi ini tidak diperbolehkan karena terdapat riba di dalamnya. Ketua bidang
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, Abdurrahman Nafis,'®
menyatakan mengharamkan bisnis penukaran vang yang mengambil keuntungan
dalam jumlah tertentu yang mulai bermunculan di daerah menjelang Lebaran
1431 H. "Penukaran uang diperkcnankan apabila memiliki nilai yang sama.
Misalnya, saya tukar uang pecah Rpl100.000, maka uang pecahan yang saya
terima juga harus senilai Rp100.000," katanya di Surabaya.

Ulama yang tidak sctuju menyatakan jika terjadi penukaran uvang yang
tidak senilai, hal itu sudah termasuk riba. Riba adalah sesuatu yang dilarang
dalam agama Islam. Pantang bagi umat muslim terlibat dalam riba, baik sebagai
penjual .maupun penukarnya berdosa. Sebenarnya berbisnis penukaran uang
bukanlah sesuatu yang terccla. Pasalnya, hampir semua orang membutuhkannya.
Namun tindakan memangkas nilai atau melebihkan nilai uang merupakan sesuatu
yang dilarang oleh Islam. Pernyataan ini dilandasi oleh hadist Nabi Muhammad

SAW berikut ini:

19KH. Abdurrahman Nafis, Wawancara, Surabaya, 13 April 2011,
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Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah SAW.
bersabda: “(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas yang sama
timbangannya dan sama sebanding, dan perak dengan perak yang sama
timbangannya dan sama scbanding. Barang siapa menambah atau
meminta tambahan maka itu riba.”(HR. Muslim)."!

Penukaran scperti ini tcrmasuk dalam kategori riba fad/ Kata fad/ dalam
bahasa Arab becrmakna tambahan, scdangkan dalam terminologi ulama adalah:

AR Gl GERRal il Al a3 )

Artinya: Tambahan pada salah satu dari dua barang ribawi yang sama jenis
secara kontan.*

Ada yang mendefinisikan dengan kelebihan pada salah satu dari dua
komoditi yang ditukar dalam pcnjualan komoditi riba f2d/ atau tambahan pada
salah satu alat pertukaran (komoditi) ribawi yang sama jenisnya. Scperti
seseorang mcnukar 20 gram emas dengan 23 gram cmas. Scbab kalau emas
dijual atau ditukar dengan cmas, maka harus sama beratnya dan harus

diserahterimakan secara langsung. Demikian juga dengan scgala kelebihan yang

disertakan dalam jual beli komoditi riba fad/."?

! Muhammad Isnan, dkk. (terj.), Subuvlus Salam: Syarah Bulughul Maram, Jilid 2 (Jakarta: Darus

Sunnah Press, Cet IV, 2010), 399.

2 pbid., 390

13 Lebih lengkapnya, lihat Masyfuk Zuhdi, Masaif Fighiyah, 1993, hal. 100-106. Taqiyuddin an-
Nabhani, An-Nizim al-Iqtisad al-Islami, Beirut, 1996, hal 200-2003. Yusuf al-Qardawi, Fawaid a/-
Bumiik Hiya al-Riba al-Harim, Dar Al-Wafa’, 2002,



Kelompok selanjutnya adalah sekelompok ulama yang menyatakan
bahwa transaksi penukaran uang mcnjclang Icbaran tcrmasuk transaksi yang
diperbolehkan dan dianggap sah. Ulama ini sclanjutnya disebut dengan ulama
yang setuju dengan praktik penukaran uang.

Ulama yang setuju becranggapan bahwa transaksi penukaran ini hanya
sebatas transaksi tukar jasa. Penjual jasa membcrikan uang kepada penukar uang
yang selanjutnya memberikan imbalan kepada penjualnya scbagai upah atas jerih
payah si penjual karena telah menukarkan uang terlebih dahulu pada bank. Jadi,
kelebihan yang ada pada penukaran uang tersebut merupakan wujud dari imbalan
karena masyarakat yang menukarkan uang di jalan, umumnya malas antri di bank
karena penuh dan kadang juga kehabisan stok uang receh. Selain itu, transaksi
penukaran di jalanan tersebut dianggap scbagai upaya tolong-menolong sesama
muslim, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-

Maidah ayat 2 yang berbunyi :

&e -

[d} ¥4 2 e s, ,,: /’ ‘,z{.‘/"’a <, . /,:‘
e 03315 ST S 158305 N3 ¢63a8015 7T Je 1583053

Artinya : “..Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan
jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”

(Q.S. Al Maidah:2)"*

4 Departemen Agama R1, Mushaf al-Quran Terjemah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 84.
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Dan terdapat dalam sabda Rasul SAW :
4l G (R A5 G o (3 G
Artinya: Allah akan menolong hamba-Nya sclama hamba menolong
saudaranya.”’

Perbedaan pendapat di antara ulama yang setuju dan ulama yang tidak
setuju inilah menjadi alasan pencliti mengadakan penelitian mengenai transaksi
penukaran uang baru menjclang Icbaran ini. Untuk mengetahui status hukum dari
transaksi ini, dan perlu diteliti terlebih dahulu mengenai akad yang digunakan
saat mclakukan transaksi penukaran uang ini dalam skripsi yang berjudul
“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN ULAMA
TENTANG PRAKTIK PENUKARAN UANG BARU MENJELANG
LEBARAN.”

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar bclakang di atas, dapat diidentifikasi
permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi tcrjadinya praktik penukaran uang baru
menjelang lebaran di Surabaya

2. Proses penukaran uang baru menjclang lebaran di Surabaya

3. Imbalan jasa penukaran uang baru menjelang lebaran di Surabaya

4. Manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari praktik penukaran uang baru

menjelang lebaran di Kota Surabaya.

'> M. Faiz Almath, /700 Hadits Terpilih: Hadits Riwayat Ahmad (Jakarta: Gema Insani, 1991), 276.
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5. Perbedaan pendapat antara ulama dengan pihak yang bertransaksi yakni

penjual dan penukar uang.

6. Status Hukum Islam terhadap pendapat ulama'® kota Surabaya.

Agar kajian ini lebih terfokus dan tuntas, pencliti membatasi penclitian
ini hanya pada pcrmasalahan-pcrmasalahan scbagai berikut:

1. Dari segi subyeknya: Subyck yang ditcliti adalah beberapa ulama di
Surabaya yaitu MUI, PWNU, Muhamadiyah,
beberapa dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan
Ampel yang kompeten di bidang Hukum Islam,
penjual jasa dan penukar uang baru.

2. Dari segi obyeknya: Pandangan ulama tentang praktik penukaran uang
baru menjelang lebaran

3. Dari segi lokasinya:  Lokasi yang diteliti adalah Kota Surabaya yang
diambil dari beberapa titik tempat penukaran uang,
yakni di JI. Pahlawan, JI. Margorcjo (depan Giant),
JI. Pagesangan (dcpan Masjid Al-Akbar), dan Jl.

Pasar Turi

1 Pengertian ulama dalam istilah figih memang sangat spesifik, sechingga penggunaannya tidak boleh
pada sembarang orang. Semua syaratnya jelas dan spesifik serta disetujui oleh umat Islam. Paling
tidak, dia menguasai ilmu-ilmu tertentu, seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadits, ilmu ifigih, ushul
figih,qawaid fighiyah serta menguasai dalil-dalil hukum baik dari Quran dan sunnah. Juga mengerti
masalah dalil nasikh mansukh, dalil ‘amm dan khash, dalil mujmal dan mubayyan dan lainnya.

Dan kunci dari semua itu adalah penguasaan yang cukup tentang bahasa arab dan ilmu-ilmunya.
Seperti masalah nahwu, sharf, balaghah, bayan dan lainnya. Juga tidak boleh dilupakan adalah
pengetahuan dan wawasan dalam masalah syariah, misalnya mengetahui fiqih-figih yang sudah
berkembang dalam berbagai mazhab yang ada.

Semua itu merupakan syarat mutlak bagi scorang ulama, agar mampu mengistimbath hukum dari
quran dan sunnah.
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C. Rumusan Masalah

Melalui identifikasi masalah yang tclah diuraikan di atas, peneliti dapat

merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Apa akad yang digunakan olch pclaku penukaran uang baru menjelang
lebaran di Kota Surabaya?
2. Bagaimana pendapat ulama tcrhadap praktik pcnukaran uang menjclang
lebaran di Kota Surabaya?
3. Bagaimana analisis hukum Islam tcrhadap pandangan ulama tentang praktik
penukaran uang baru menjclang Icbaran di Kota Surabaya?
D. Kajian Pustaka

Studi penjajakan perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan
dengan topik atau masalah penclitian dan rencana model analisis yang dipakai.'’
Idealnya peneliti dapat mengetahui hal-hal yang telah diteliti sehingga tidak
terjadi duplikasi penclitian.

Obyek utama penclitian ini adalah pandangan ulama tentang praktik
penukaran uang baru menjelang Icbaran. Praktik penukaran uang baru ini
umumnya dilakukan dengan cara mcmberi tambahan pada saat pcmbayaran.
Misalnya, tukar Rp 100.000,- bayarnya Rp 110.000,- atau lebih.

Penelitian atau karya ilmiah yang membahas tentang penukaran uang
sudah pernah dilakukan dan hasilnya pun cukup variatif, di antara penclitian

tersebut akan dipaparkan di bawah ini:

'" Bambang Sunggono, Metodologi Penclitian HHukum, (Jakarta: Rajawali Press,1997), 114-117.
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1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pcnukaran Mata Uang Logam di Pasar Simo
Surabaya. Nila Wulan Sari, Syariah, Muamalah, 2009
Penclitian ini menjclaskan mengenai penukaran uang logam dengan
uang kertas yang pada penukarannya terdapat kelebihan harga. Penukaran
vang logam ini dilatarbelakangi dari kelangkaan uang logam Rp 100 pada
masa itu. Pada akhimya penduduk bercbut untuk memiliki uang logam
tersebut. Harga penukarannya melcbihi harga uang logam. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah bahwa fcnomena penukaran uang logam di atas
hukumnya haram karcna keclcbihannya adalah riba. Penyebabnya adalah
dalam akad yang dilakukan bukan akad tukar menukar, melainkan akad jual
beli. Dalam Islam, jual beli uang diharamkan.'®Perbedaan penclitian yang
dilakukan oleh Wulan dengan penclitian penulis sckarang terletak pada obyek
penelitiannya. Penulis mengkaji tentang pandangan ulama tentang praktik
penukaran uang, scdangkan Wulan mengkaji tentang jual beli uang logam.
2. Tinjavan Hukum Islam tcrhadap Mata Uang Emas dan Pcrak yang
diperjualbelikan Bank Indonesia. Abdul Ghoni, Syariah, Muamalah, 2000
Bahasan penclitian ini lebih menckankan pada aspek jual beli yang
dilakukan olch pihak Bank Indonesia. Mcnurut Hukum Islam, Jual beli uang

tidak dibenarkan karena uang merupakan salah satu dari jenis barang

'® Nila Wulan Sari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penukaran Mata Uang Logam di Pasar Simo
Surabaya” , (Surabaya:Skripsi IAIN Sunan Ampcl, 2009), 73.
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ribawi.'gSedangkan penelitian pada karya ilmiah penulis lebih menekankan
pada aspek penukaran uang pada momen menjelang lebaran.

3. Jelang Lebaran, Banyak Penjual Duit Baru. Edi Purwanto, 2010

Edi mengungkapkan dalam artikel pada blognya mengenai transaksi
penukaran yang marak terjadi akhir-akhir ini. Edi menyatakan transaksi ini
sebagai transaksi jual beli uang yang jclas kcharamannya. Akan tetapi Edi
tidak mclihat dari scgi kcbutuhan masyarakat yang notabcnenya masyarakat
karir yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengantri panjang di
bank.? Sedangkan pada karya ilmiah penulis ini medeskripsikan tentang sisi
hokum islam dan konscp daruratnya.
E. Tujuan Penelitian
Scsuai dengan permasalahan di atas, penclitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui akad yang digunakan oleh pelaku penukaran uang baru
menjelang lebaran di Kota Surabaya

2. Mempcrolch deskripsi mengenai pendapat ulama tentang praktik penukaran
uang baru menjelang Iebaran di Kota Surabaya

3. Memperoleh deskripsi mengenai analisis hukum Islam terhadap pandangan
ulama tentang praktik penukaran uang baru menjelang lebaran di Kota

Surabaya.

' Abdul Ghoni, “Tinjauan Hukum Islam (crhadap Mata Uang Emas dan Perak yang diperjualbelikan
Bank Indonesia,” (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000), Abstrak.
 Edi Purwanto,” Jelang Lebaran Banyak Penjual Duit,” dalam http://www jelajahbudaya.com/kabar-

budaya/jelang-lebaran-banyak-penjual-duit-barw/artikel.html (8 September 2010).
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F. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoretis
Secara teorctis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan bagi pcngembangan pcmikiran Hukum Islam, khususnya
berkaitan dengan realitas yang tcrjadi di masyarakat mengenai pcnukaran
uang baru menjelang lebaran.
2. Manfaat Praktis
Sccara praktis, penclitian ini memberikan beberapa manfaat. Manfaat
yang dimaksud adalah scbagai berikut :

a. Bagi ulama Indoncsia khususnya Surabaya, penclitian ini sebagai bahan
pertimbangan dalam menctapkan status hukum bagi praktik penukaran
uang baru menjelang lebaran

b. Bagi mahasiswa IAIN Sunan Ampcl Surabaya, khususnya Fakultas
Syariah, penelitian ini bias dijadikan rcfrensi, acuan atau bacaan bagi
penclitian  berikutnya, tcrutama yang berkaitan dengan  masalah
penukaran uang

c. Bagi para pihak yang mclakukan atau bclum melakukan praktik
penukaran uang, penclitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk

melakukan penukaran uang yang benar menurut syariat Islam.
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Karya Ilmiah yang dibuat olch peneliti ini berjudul : Analisis Hukum

Islam terhadap Pandangan ulama tentang Praktik' Penukaran Uang Baru

Menjelang Lebaran di Kota Surabaya. Peneliti akan mendefinisikan beberapa

kata kunci yang ada di dalam judul guna menghindari kesalahpahaman persepsi

dalam memahami judul di atas.

1. Hukum Islam

2. Pandangan Ulama

3. Praktik penukaran uang

baru menjelang lebaran

Pcraturan-pcraturan dan  ketentuan yang
berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab
Al-Qur’an, Hadis serta pendapat fuqoha.
Tanggapan langsung dari scorang yang ahli
dalam hal pcngetahuan agama Islam. Ulama
dalam hal ini dibatasi dalam lingkup Kota
Surabaya saja, scperti Majelis Ulama
Indonesia, Pimpinan Wilayah Nahdlatul
Ulama, Muhamadiyah, beberapa dosen
Fakultas Syariah JAIN Sunan Ampel yang
berkompeten di bidang Hukum Islam.
Aktivitas yang dilakukan pada saat menjelang
lebaran Idul Fitri dengan cara mecnukar uang
lama menjadi vang recehan untuk dibagikan ke

sanak saudara.
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4. Kota Surabaya : Kota Surabaya dalam pcnelitian ini adalah
JI. Pahlawan, JI. Margorcjo (depan Giant), JI.
Pagesangan (depan Masjid Al-Akbar), dan J1.
Maspatih (Pasar turi)
H. Metode Penelitian .

Penelitian ini menggunakan pendeckatan kualitatif. Penelitian kualitatif
dirumuskan oleh Bogdan dan Taylor scbagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tcntang orang-
orang dan perilaku yang dapat diamati.?' Sedangkan Kirk dan Miller
merumuskan penclitian kualitatif scbagai suatu tradisi dalam ilmu-ilmu sosial
yang fundamental bergantung pada pengamatan langsung atas manusia di
lingkungan hidup mercka yang nyata.”?

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan alasan (1)
latar penelitian ini bersifat alami, artinya data dan sumber data tidak diberi
perlakuan apapun, (2) hasil analisis penclitian ini bersifat deskriptif: data yang
diperoleh berupa hasil wawancara dengan ulama dan pihak yang bertransaksi
akan didcskripsikan, (3) analisis dalam penclitian ini bersifat induktif.

Untuk memperoleh data mengenai praktik penukaran uang baru
menjelang lebaran dan berbagai varian yang mendukungnya, maka diperlukan

fase-fase sebagai berikut:

2! Aminuddin (Ed), Sckitar Masalah Sastra: Beberapa Prinsip dan Model Pengembangannya (Malang:
Yayasan A 3, 1990), 14.
2 Ibid, 14.
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Lokasi Penelitian
Penelitian ini terfokus pada Kota Surabaya berdasarkan tingginya

tingkat transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang terkait. Wilayah

terscbut adalah JI. Pahlawan, JI. Margorejo (depan Giant), JI. Pagesangan

(depan Masjid Al-Akbar), dan Jl. Pasar turi. Wilayah-wilayah ini menjadi

rujukan bagi penduduk yang ingin menukarkan uang scbagai bekal untuk

dibagi-bagikan saat Idul Fitri tiba.

Waktu Penelitian

Penclitian ini dimulai pada pertengahan Desember, tepatnya tanggal

19 Descmber 2010 untuk mencari data awal mengenai status hukum Islam

dan bagaimana pendapat ulama mengenai praktik penukaran uang baru

menjelang lebaran di Kota Surabaya. Hal ini dilakukan dalam rangka proses

pengajuan judul skripsi. Penelitian ini berlangsung sampai karya ilmiah ini

dinyatakan selcsai oleh pihak Fakultas.

Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini terbagi menjadi dua:

a. Ulama : Dalam hal ini ulama dibatasi hanya di
Kota Surabaya, seperti ulama Maijelis
Ulama [ndonesia (MUI), PWNU,
Muhamadiyah, beberapa dosen Fakultas
Syariah [AIN Sunan Ampel yang

berkompeten di bidang Hukum Islam.
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b. Pihak yang bertransaksi : Para pihak adalah penjual dan pembeli

uang baru

4. Populasi dan Sampel

Linclon dan Guba dalam Furchan (Ed.), mengidentifikasi unsur-unsur
disain naturalistik dari penelitian kualitatif. Menurut Linclon dan Guba,
dalam penelitian kualitatif tidak ada pengertian populasi. Sampling juga
berbeda tafsirannya dengan metode lainnya. Dalam kualitatif, tujuan
sampling adalah untuk mencakup scbanyak-banyaknya informasi yang
bersifat holistik-kontekstual. Dengan kata lain, sampling tidak harus
representatif terhadap populasi, melainkan representatif terhadap informasi
yang holistik.”

Pendapat di atas dikvatkan oleh Ahmad Sonhaji dalam artikelnya
tentang beberapa ciri dari penelitian kualitatif ialah (1) disain penelitian
bersifat lentur dan terbuka, (2) data penclitian diambil dari latar alami
(natural setting), (3) data yang dikumpulkan meliputi data deskriptif, (4)
sampling dilakukan secara intemnal yang didasarkan pada subyek yang
memiliki informasi yang paling rcpresentatif, (5) analisis data dilakukan pada
saat dan sctclah pengumpulan data, dan (6) kesimpulan dari penelitian

kualitatif dikonfirmasikan dengan informan.**

3 Arief Furchan dalam Arifin (Ed), Disain Penelitian K. valitatif(Malang: Kalimasahada, 1994), 38.
2 Ahmad Sonhadji dalam Imron Arifin (Ed), Teknik Penulisan Laporan Penelitian Kualitatif
(Malang: Kalimasahada, 1994), 99.
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Penarikan sampel tidak hanya meliputi keputusan-keputusan tentang
orang-orang mana yang akan diamati atau diwawancara, tetapi juga
mengenai latar-latar, peristiwa-peristiwa, dan proses-proses sosial.?’

Berikut ini adalah pilihan penarikan sampel di dalam scluruh bidang
yang telah dijelaskan di atas:

Penarikan Sampel Pilihan-pilihan yang mungkin diambil

Latar : JI. Pahlawan (bagian barat Tugu Pahlawan), Jl.
Margorcjo (bagian sclatan Giant), JI. Pagesangan
(depan Masjid Al-Akbar), dan J1. Pasar turi.

Pelaku . Penjual uang, pcnukar uang, ulama Majelis Ulama
Indonesia (MUI), Ulama Pimpinan Wilayah
Nahdlotul Ulama (PWNU), Ulama Muhamadiyah,
beberapa dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan
Ampcl yang kompeten di bidang Hukum Islam.

Peristiwa : Akad yang digunakan saat transaksi penukaran
vang, jumlah imbalan jasanya, manfaat yang
diperoleh dari praktik penukaran uang baru,
pendapat ulama, dan status hukumnya menurut

kajian Hukum Islam.

% Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif; (Jakarta:UI-Press, Tanpa Tahun), 49.
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Proses : Meclakukan transaksi yang diawali dengan akad
antara penjual uang dan penukar, pemberian
imbalan atas jasa penukaran uang, melakukan
wawancara dcngan pihak yang bertransaksi,
wawancara dengan ulama mengenai transaksi
pcnukaran, pcendapat ulama dianalisis mcnurut
Hukum Islam.

Pengambilan sampcl untuk pihak yang terkait dengan transaksi
dilakukan dengan tcknik random sampling.26 Dengan demikian peneliti
memberi hak yang sama kepada sctiap subjck untuk memperoleh kesempatan
dipilih menjadi sampel.

5. Data yang dihimpun

Dalam penelitian ini akan dihimpun data-data berupa:

a. Data mengenai akad yang dilakukan pada praktik penukaran uang

menjelang lebaran

b. Data mengenai pendapat ulama tcntang praktik penukaran uang

menjclang Icbaran

c. Data mengenai Hukum Islam terhadap praktik penukaran uang menjelang

lebaran.

26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
Cet XII, 2002), 112.
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6. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang diperolch atau dikumpulkan
léngsung di lapangan olch orang peneliti,”’data tersebut yaitu:
1) Pihak yang melakukan praktik penukaran uang menjelang lebaran di
Kota Surabaya
2) Ulama Surabaya seperti Majelis Ulama Indonesia, Pimpinan Wilayah
Muhamadiyah Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Nahdlotul Ulama Jawa
Timur, dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
b. Sumber Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang memberi penjelasan terhadap
data primer.”® Data tersebut scbagian besar merupakan litcratur yang
terkait dengan konsep hukum Islam mengenai penukaran uang,.
1) Rahmat Syafe’i, /lmu Ushul Figih
2) Abdul Wahahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum [slam
3) Nasrun Harun, Figih Muamalah
4) Sayyid Sabiq, Figih Sunnah
5) Muhammad, Etika Bisnis Islam

6) Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis Perspektif Islam

z Iqbal Hasan, Analisis Data Penclitian (Jakarta: Media Grafika, 2004), 19
2 Bisri Mustofa, Pedoman Penulisan Proposal Penclitian Skripsi dan Tesis (Yogyakarta: Panji
Pustaka, 2009), 211
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7. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini merupakan teknik yang utama.
Dalam teknik wawancara ini, pencliti menggunakan teknik wawancara
terstruktur dan tertuang dalam transkip wawancara yang diperolch dari
hasil rekaman wawancara dengan informan. Transkrip wawancara
merupakan data pokok dari penclitian wawancara.

Persiapan yang perlu dilakukan sebelum wawancara ialah
menyiapkan daflar pertanyaan. Daftar pertanyaan perlu disiapkan agar
hal-hal yang scharusnya ditanyakan tidak tertinggal dan proses
wawancara lebih terarah. Pertanyaan dapat dikembangkan lebih lanjut
pada saat wawancara berlangsung, dengan syarat masih dalam batasan
masalah.

Metode wawancara ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui
pandangan ulama dan pihak yang terkait tentang praktik penukaran uang
baru menjelang lebaran.

Pencliti mengadopsi tcknik transkrip wawancara dari teknik
Danandjaja (1984) yang pernah dibuat meneliti folklore?® dan
kebudayaan petani desa Trunyan di Bali. Teknik ini tidak memasukkan
unsur peneliti (sebagai pewawancara), melainkan langsung dari hasil

wawancara yang dituangkan langsung dalam formulasi kalimat,

 Folklore adalah Sastra yang diungkapkan secara lisan
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selanjutnya pertanyaan-pertanyaar peneliti dianggap sebagai otobiografi

peneliti di lapangan.>

Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis
fenomcna-fenomena yang disclidiki?' Cara ini digunakan untuk
mengctahui gambaran umum obyck penclitian yaitu penukaran uang
menjelang lebaran di Kota Surabaya.

Teknik Pengolahan Data

Peneliti mengolah data yang diperoleh melalui tahapan-tahapan
sebagai berikut:

1. Hasil wawancara yang berbentuk catatan singkat dan rekaman,
dituangkan ke dalam formulasi kalimat tanpa memasukkan unsur
peneliti scbagai pewawancara.

2. Data-data mcngenai transaksi penukaran diklasifikasikan atau
digolong-golongkan ke dalam tiap-tiap poin sesuai dengan porsinya.
Poin yang diisi adalah pandangan ulama dan akad yang digunakan

pada saat transaksi.

* J. Danandjaja, Folklor Indonesia, limu Gosip, Dongeng, dan lain-lain (Jakarta: Grafitipres, 1984),

66.

3 Sutrisno Hadi, Metodologi Penclitian (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi
Universitas Gajah Mada, 1980), 136.
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3. Setelah data diolah sedemikian rupa, maka data-data yang mencakup
keseluruhan mengenai transaksi dan pandangan ulama disatukan
menjadi satu data yang akan dianalisis menurut hukum Islam dengan
menggunakan tcori sarf dalam bentuk deskripsi.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan mengenai
praktik penukaran uang baru menjelang Iebaran di Kota Surabaya. Teknik
analisis data menggunakan deskriptif-verifikatif yaitu berupa kata-kata
tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati
dan membuktikan suatu peristiwa berdasarkan teori Hukum Islam dengan
menggunakan penalaran induktif>? Penalaran induktif merupakan
prosedur yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan
empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang
bersifat umum.

Hasil dari analisis penclitian ini berbentuk deskripsi  atau
gambaran sccara rinci mengenai pandangan ulama dan transaksi

penukaran uang baru menjclang Icbaran.

2 id, 145
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I. Sistematika Pembahasan

BAB I

BAB II

BABIII :

BAB IV

BAB YV

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penclitian, kegunaan penclitian, definisi operasional, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab ini berisi tentang teori mengenai penukaran uang (sarf) dan
upah dalam hukum islam.

Bab ini berisi tentang praktik penukaran uang baru menjelang
lebaran di Kota Surabaya. Akad yang digunakan pada saat transaksi
penukaran uang baru menjelang lebaran, pendapat ulama Surabaya
mengenai transaksi penukaran uang baru menjelang lebaran.
Analisis hukum Islam terhadap terhadap pandangan ulama tentang
penukaran uang baru menjclang lebaran di Kota Surabaya.

Bab terakhir ini mcrupakan penutup yang memuat kesimpulan dan
saran. Kesimpulan dari pembahasan skripsi atau penelitian yang
merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran diperuntukkan
pihak yang terkait dan yang tidak atau belum terlibat dalam praktik

penukaran uang baru menjelang lebaran.



BABII
PENUKARAN UANG DAN UPAH
DALAM HUKUM ISLAM

A. Penukaran Uang

1. Pengertian Tukar Menukar Uang

Istilah tukar menukar secara umum adalah kegiatan saling memberi
sesuatu dengan menyerahkan barang.' Pengertian ini senada dengan pengertian
jual beli dalam Islam yang diungkapkan oleh ulama hanafiyah, yaitu saling
menukar harta dan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang
diingiri dengan, yang sepadan mclalui cara tertentu yang bermanfaat.’ Dari
persamaan istilah antara pcnukaran dengan jual beli, maka penukaran uang dalam
Islam disebut dengan jual beli mata vang.

Dalam Kitab Fathul Qadir pcnukaran uang (jual beli uang) dalam Islam
disebut dengan sarf yang menurut istilah adalah bentuk jual beli nagdain baik
sejenis maupun tidak, yaitu jual beli cmas dengan cmas, perak dengan perak,
atau emas dengan perak, baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang.?
Pengertian mengenai sharfjuga diungkapkan olch ulama Hanabilah dan ulama

Syafi’iyah. Mereka mendefinisikan sarf sebagai jual beli nagdain dengan

! Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,

1990), 966

2 Nasrun Haroen, Figih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111

3 As-Syaukani dalam Zuhayly, Figih Islam wa Adillatuhiu, Jilid V (Jakarta: Darul Fikr, 2011), 279
27
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naqdain baik scjcnis maupun tidak. Scdangkan ulama Malikiyah mcmbedakan
antara akad sarf dengan akad murathalah. Mcnurut mereka, akad sarf" adalah
jual beli nagdain dengan naqdain yang berbcda jenisnya, sedangkan murathalah
adalah jual beli nagdain dengan nagdain yang sama jenisnya.*

2. Dasar Hukum

Aktivitas sarf ini dilaksanakan berdasarkan hadits Nabi SAW sebagai
berikut:
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Artinya: “Juallah emas dengan cmas, perak dengan perak, gandum dengan
gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan
garam (dengan syarat harus) sama dan scjenis scrta sccara tunai, Jika
Jenisnya berbeda, juallah sckchendakmu jika dilakukan sccara tunai,”
(Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn
Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit)®

Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

I 1 A58 Yy 5 T s (20 ) iy e 91 b LA 1500 Y
2 e e 0 ) B i A Yy B 0 91 5550

* Hasyiyah ad-Dasugi, vol. Il dalam Zuhayly, Figih Islam wa Adillatuhu, Jilid V (Jakarta: Darul Fikr,
2011), 279

’ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, “Jual Beli Mata Uang (sarf )’ dalam http://www.dsn-mui-jual-
beli-mata-uang.co.id/ (29 Maret 2002)
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Artinya: “Yanganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan
Janganlah menambahkan schagian atas sebagian vang lain; janganlah
menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan Jjanganlah
menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan Janganlah menjual
emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. "

Menurut [mam‘ Syafi’i, hadits Abu sa’id al-Khudri yang berasal dari
Rasulullah SAW itu menunjukkan beberapa makna, diantaranya adalah larangan
menukar emas dengan emas kecuali yang sama nilainya dan dilakukan secara
langsung.’

Berdasarkan dasar hukum di atas, maka transaksi sarf ini dibolehkan
dengan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW membolchkan jual beli komoditas
ribawi satu sama lainnya ketika jenisnya sama dengan ukuran yang sama, atau
jenisnya berbeda walaupun ukurannya tidak sema dengan syarat dilalaikan secara
tunai atau discrahterimakan sccara langsung (kontan).

3. Syarat-syarat penukaran Uang

Sccara umum, syarat-syarat pcnukaran uang (sarf’) yaitu adanya scrah
terima antara kedua pihak scbelum berpisah diri, adanya kesamaan ukuran,
terbebas dari hak khiyar, dan dilakukan tanpa adanya penangguhan. Rinciannya

sebagai berikut:®

*HR. Muslim, 22, pembahasan tentang paruan kebun, 15, bub “Penukaran dan Jual-Beli Emas dengan
Perak Secara Kontan', hadits no. 80; HR. An-Nisa’i, pecmbahasan tentang perniagaan, 48, bab “Jual-
Beli Gandum dengan Gandum’, HR. Ibnu Majah, 12, pembahasan tentang perniagaan, 48, bab
“Penukaran Barang yang Boleh dan yang Tidak Boleh secara Kontan,” hadits no. 1827, dalam
5\4. Yasir (tetj.), Ringkasan Kitab al-Umm, Buku 2, Jilid I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 16

Ibid., 28.
*Wahbah az-Zuhayly, Figih Islam wa Adillatuhu, Jilid V (Jakarta: Darul Fikr, 2011), 280.
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Adanya scrah tcrima antara kedua pihak sebelum berpisah diri

Dalam akad sarf" disyaratkan adanya scrah terima barang scbelum
kcdua pihak yang melakukan akad berpisah diri. Hal itu agar tidak terjatuh
pada riba nasiah’ Artinya, kedua pihak yang melakukan transaksi penukaran
uang tersebut tidak diperbolehkan meninggalkan tempat dimana keduanya
melakukan transaksi hingga keduanya saling serah tcrima barang yang
dikchendaki.

Lebih dari itu, Imam Syafi’i mengatakan bahwa jangan sampai ada
suatu barang yang dimiliki oleh dari kedua pihak yang tertinggal. Apabila
masih ada yang tcrtinggal, maka jual beli itu menjadi tidak sah, baik
pembelinya ity membeli untuk dirinya sendiri atau sebagai wakil dari orang

lain, baik ditinggalkan dengan sengaja atau tidak.'”

Adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis

Apabila barang scjenis dijual atau ditukar dengan scjenisnya, scperti
emas dengan emas, perak dengan perak, atau dinar dengan dinar, maka
ukuran atau timbangannya harus sama. Sesuai dengan hadits Rasulullah

SAW, jika emas ditukar dengad emas dan perak ditukar dengan perak,

hendakiah sama nilai dan kualitasnya.

% Ibid.

'"M. Yasir (terj.), Ringkasan Kitab al-Umm, Buku 2, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 29
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Terbebas dari hak khiyar syarat

Menurut Wahbah Az-Zuhayly, dalam akad sarf tidak diperbolchkan
adanya khiyar syarar bagi kedua pihak yang melangsungkan akad atau salah
satunya. Larangan ini disebabkan karena dalam akad sarf; serah terima
merupakan salah satu syarat (untuk kepemilikan). Sedangkan khiyar syarat
justru menghalangi hak kepcmilikan.

Pengertian khiyar syarat menurut ulama figih adalah:''

“Suatu keadaan yang membolchkan salah secorang yang meclakukan
akad atau masing-masing akid atau selain kedua pihak yang akad memiliki
hak pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.”

Akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penangguhan)

Akad yang dilakukan dalam transaksi sarf disyaratkan tidak ada
penangguhan baik dari kedua pihak atau salah satunya. Jika syarat ini tidak
dipenuhi maka akadnya menjadi fasid (batal). Menurut Wahbah az-Zuhaili,
scbagaimana dikctahui serah terima dua barang yang saling dipertukarkan
mesti terlaksana sebelum berpisah, karena penangguhan waktu jelas akan
menunda terjadinya serah terima, sehingga akad menjadi batal.'?

Syarat-syarat di atas selain untuk transaksi sarf’, juga disyaratkan untuk

pertukaran scmua barang ribawi yang meliputi, emas, perak, mata uang, dan

bahan-bahan pokok seperti beras dan gandum.

'" Wahbah ai-Zuhayly. Figih Islam wa Adillatuhu, Jilid V (Jakarta: Darul Fikr, 2011), 281

12 1bid.
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Walaupun al-sarf itu mecrupakan salah satu variasi dari jual beli, akan
tetapi ia tidak dihukumi dengan konsep jual beli secara umum, karena dalam
konsep jual beli boleh untuk di tangguhkan. Scdangkan dalam variasi jual beli
uang dengan uang memakai hukum khusus yang tidak terdapat dalam ba;s’
mutlaq (jual beli barang dengan uang) dan bai’ muqayyadal (jual beli barang
dengan barang) yaitu dalam ha/ time scttlement-nya. Artinya dalam aqad a/-Sarf
ini harus dilakukan secara tunai (tidak boleh ditangguhkan).

Tujuan dari kcharusan tunai dalam aqad a/-sarf ini adalah untuk
menghindari adanya garar yang terdapat dalam riba fadl, Gharar dalam aqad a/-
sarf ini akan lenyap karcna fime of scttlement-nya dilaksanakan secara tunai.
Sedangkan dalam aqad “yang "obycknya berupabarang, maka ‘seldin ‘masa
penyerahannya yang harus tunai, juga harus sama dalam hal kualitas dan
kuantitasnya. Justru mecrupakan satu hal yang tepat, ketika Ibn Taimiyah
mensyaratkan harus dilakukan sccara simultan (fagabud) dalam transaksi
perdagangan uang.

Scbagai salah satu variasi jual beli, al-sarf juga tentu saja harus
memenuhi persyaratan sebagaimana halnya variasi jual beli yang lain seperti ba;’
mutlak dan muqayyadah. Agar jual beli itu terbentuk dan sah diperlukan
sejumlah syarat, yaitu syarat adanya aqad jual beli dan syarat sahnya jual beli.

Sehingga aqad jual beli itu tidak saja ada dan tcrbentuk, akan tetapi juga

sah secara hukum. Dengan demikian hukum tentang a/-sarf'yang biasa diartikan
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dengan jual beli valuta asing tidak diragukan lagi kebolchannya dari sudut figih

Islam.
4. Hubungan Penukaran Uang dengan Riba

Sebelum menjelaskan tentang hubungan penukaran uang dengan riba,

terlebih dahulu kita mengetahui pengertian riba dan macam-macamnya.
a. Pengertian riba

Sccara etimologi, riba berarti ziyadah, artinya tambahan. Sesuatu itu

riba apabila ia bertambah dan meninggi." Scdangkan sccara terminologi riba

adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam

meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam

Islar.'? Mengenai halini Allah SWT mengingatkan dafam firmannya surat

an-Nisa’ ayat 29:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganiah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allab
adalah Maha Penyayang kepadamu.’™

'* Al Raghib al Asfahani, a/- Mufradat fi Gharib al Quran, 187 (mesir:mustofa al Babi al-Halabi wa
Auladuh, t.1)

"* Muhammad Syafi'i Antonio, Bank syariah dari Teori ke Praktik, 37.
'* Departemen Agama RI, Mushaf al-Quran Terjemah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 122.
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Dalam kaitannya dengan pengertian a/-batil  dalam ayat tersebut,

Ibnu al-Arabi menjelaskan,
e Vs G R14303, 08 5 Y1 s 1yals 3 U3l 75h Zalll s U1,
Artinya: "Pengertian riba sccara bahasa adalah tambaban, namun yang

dimaksud riba dalam ayat qur’ani yaitu setiap penambahan yang
diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang

vang dibenarkan syara’ '*®
Makna “Tambahan™ Sccara Definitif
I) Tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan
dengan perbedaan kuantitas (tafadhul), yakni penjualan barang-
barang riba fad/: Emas, perak, gandum, kurma, jewawut (gandum
merah) dan garam, scrta scgala komiditi yang disctarakan dengan
keenam komoditi terscbut.
2) Tambahan dalam hutang yang harus dibayar karcna tertunda
pembayarannya, scperti bunga hutang.
3) Tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan
dengan penjualan asct yang diharuskan adanya serah-terima langsung
b. Hukum Riba dalam Islam
Menurut Quraish shihab, dalam al-Qur’an ditemukan kata riba
terulang sebanyak dclapan kali. Terdapat dalam empat surat, yaitu al-

Baqarah, Ali-Imran, An-Nisa’, dan Ar-Rum. Tiga surat pertama adalah surat

Madaniyah (turun sctclah Nabi hijrah ke Madinah), sedangkan surat Ar-Rum

'% Ibnu al-Arabi dalam Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Prakiek (Jakarta: Gema Insani, 2004), 37
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adalah surat Makiyah (turun scbelum Nabi hijrah)."’? Artinya, ayat pertama
yang bicara tentang riba adalah surat Ar-Rum, tepatnya ayat 39 yang

berbunyi:

e

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia
bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah
pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang
kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (vang

berbuat demikian) [tulah orang-orang yang melipat gandakan
(pahalanya).’®

Surat Ar-Rum di atas mencgaskan bahwa riba tidak mendapatkan
ridha Allah apalagi mendapatkan pahala. Ayat lain yang menjelaskan tentang

riba adalah surat al-Bagarah ayat 278, sebagai berikut:

- <o g.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan

tinggalkan sisa riba (vang belum dipungut) jika kamu orang-orang

yang beriman.”’

M. Quraish Shihab, Memburnikan Al-Quran (Bandung: Mizan, 1996), 259.
e Departemen Agama R1, Mushaf al-Quran Terjemah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 647.
19 4.

1bid, 57
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Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka
Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan

Jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok
hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”’

Surat Ali-Imran ayat 130 yang sccara tcgas melarang memakan riba
sccara berlipat ganda.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya
kamu mendapat keberuntungan.’®’

Terlepas dari surat mana yang turun terlebih dahulu, Rasyid Ridha
menjadikan surat Ali-Imran ayat 130 dan surat al-Baqarah ayat 278 scbagai
titik tolak uraiannya tcntang riba yang diharamkan dalamAl-Qur’an.?

Pembahasan tentang riba yang diharamkan dalam al-Qur’an bisa diketahui

dengan menganalisis kata kunci pada ayat-ayat tersebut, yaitu (1)ad’afan

2 1bid,, 57
2 1bid,, 97.
2 M. Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar Jilid 111,113, dalam Shihab, Membumikan Al-Qur’an, 261
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mudho‘afah; (2) ma baqgiya min al riba (3) falakum ru’osu amwalikum, 3
tazlimuna wa la tuzlamun.

Ad’af adalah bentuk jamak dari dho’if yang diartikan sebagai
sesuatu yang ganda. Sehingga ad’afan mudho’afah adalah pelipatgandaan
yang berkali-kali. Adapun riwayat-riwayat mengenai ad’afan mudho’afah
atau riba yang berlaku pada masa turunnya al-Qur’an antara lain:

Muijtahid meriwayatkan bahwa riba yang dilarang olch Allah SWT
adalah yang dipraktikkan pada masa jahiliyah. Seseorang yang mempunyai
piutang kepada orang lain, kemudian peminjam berkata kepadanya “untukmu
tambahan sekian sebagai imbalan pcnundaan pcmbayaran,” maka ditundalah
pembayaran tersebut untuknya.?

Scmentara itu, Qatadah menyatakan® bahwa riba pada masa jahiliyah
adalah pcnjualan sescorang kcpada orang lain (dengan pembayaran) sampai
pada masa tertentu. Bila telah tiba masa tersebut, sedangkan yang
bersangkutan tidak mcmiliki kemampuan untuk membayar, ditambahlah
jumlah utangnya dan ditangguhkan masa pcmbayarannya.

Dari kedua riwayat di atés, dapat disimpulkan bahwa riba ad’afan
mudho’afah adalah penambahan dari jumlah kredit akibat penundaan

pcmbayaran yang selanjutnya discbut riba nasi’ah. Apakah hal ini berarti

2 Muhammad Ibnu Jabir, Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an, Jilid IV, 90, dalam Shihab, Membumikan
AJ-Qur'an, 262.
2 1bid.
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bahwa bila pcnambahan atau kelebihan tidak bersifat "berlipatganda”
menjadi tidak diharamkan Al-Quran? Jawabannya terdapat pada kata kunci
berikutnya, yaitu fa /akum ru'usu amwalikum (bagimu modal-modal kamu)
(QS 2:279). Dalam arti bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanyalah
modal-modal mercka. jika demikian, setiap penambahan atau kelebihan dari
modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang
terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan. Dan
dengan demikian kata kunci ini menctapkan bahwa segala bentuk
penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak, telah diharamkan
Al-Quran dengan turunnya ayat tersebut. Dan ini berarti bahwa kata adh'afan
mudha'afah bukan syarat tetapi ‘sckadar penjelasan tentang riba yang sudah
lumrah mereka praktekkan.

Kesimpulan yang diperoleh ini menjadikan persoalan kata adh‘afan
mudha'afah tidak penting lagi, karcna apakah ia syarat atau bukan, apakah
yang dimaksud dengannya pelipatgandaan atau bukan, pada akhimya yang
diharamkan adalah scgala bentuk kelebihan. Namun perlu digarisbawahi
bahwa kelebihan yang dimaksud adalah dalam kondisi yang sama seperti
yang terjadi pada masa turunnya Al-Quran dan yang diisyaratkan oleh
penutup ayat Al-Baqarah 279 terscbut, yaitu /a tazlimuna wa la tuzlamun

(kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya).
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Riwayat di atas menunjukkan bahwa praktik riba mengandung
penganiayaan dan penindasan terhadap orang-orang yang membutuhkan dan
yang seharusnya mendapatkan uluran tangan.

Seperti yang dikemukakan Rasyid Ridha, bahwasannya yang
menunjukkan bahwa kcbutuhan si peminjam scdemikian mendesaknya dan
keadaannya sedemikian parah, schingga sewajarnya ia diberi bantuan
sedekah, bukan pinjaman, karcna pada surat Al-Bagarah ayat 280 ditegaskan
bahwa, “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah
tangguh sampai dia berkclapangan. dan menyedekahkan (scbagian atau
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Rasid Ridha juga menjciaskan dalam 7afsir al-Manar mengenai arti
riba yang dimaksud al-Qur’an adalah:

“Tidak pula termasuk dalam pengertian riba, jika scseorang

yang membcrikan kcpada orang lain harta (uang) untuk

diinvestasikan sambil menetapkan baginya hasil usaha tersebut

dalam kadar tertentu. Karcna transaksi ini menguntungkan bagi
pengelola dan bagi pemilik harta. Sedangkan riba diharamkan
karena merugikan salah scorang tanpa satu dosa (sebab) kecuali
ketcrpaksaannya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha
kecuali penganiayaan dan kelobaan. Dengan demikian tidak
mungkin ketctapan hukumnya menjadi sama dalam pandangan

kcadilan Tuhan dan tidak pula dalam pandangan seseorang yang
berakal atau berlaku adil.”
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¢. Macam-Macam Riba

Mayoritas madzhab Fiqih membagi riba menjadi duva, nasi’ah dan
fadl. sedangkan madzhab Syafi’i membaginya menjadi tiga, yaitu riba fad/,
nasi’ah, dan yad. Dikalangan jumhur ulama figih, riba yad termasuk dalam
riba nasi’ah. Perbedaan dari keduanya menurut mazhab Syafi’i adalah pada
riba nasi’ah, benda yang akan diakadkan sudah ada, sedangkan pada riba yad,
benda yang diakadkan belum ada ketika terjadi akad.

Pembahasan dalam poin ini tcrfokus pada macam riba menurut
mayoritas mazhab Fiqih, yaitu riba nasi’ah dan fadl pengertian secara rinci
akan dikemukakan di bawah ini:

I} Riba Nasi’ah

Menurut mazhab Hanafi, riba nasi’ah adalah tambahan atas
benda yang dihutangkan. Scdangkan mazhab Syafi’i mendefinisikan riba
nasi’ah scbagai perjanjian hutang untuk jangka waktu tcrtentu dengan
tambahan pada waktu pclunasan hutang, tanpa ada imbalan.? Hematnya,
riba nasi’ah adalah tambahan scjumlah uang yang didapat dari pemberian
pinjaman, biasanya didasarkan pada batasan waktu tertentu. Tambahan
ini, apapun dan seberapa persenpun yang diambil adalah dilarang oleh al-

Qur’an.

5 Muh. Zuhri, Riba dalam Al-Qur'an dan Masalsh Perbankan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1996), 106
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Pokok dari riba nasi’ah adalah tambahan harta pada penangguhan
hutang dan penundaan penycrahan salah satu barang yang ditukar dalam
akad jual beli barang ribawi yang sejenis ataupun tidak sejenis.

2) Riba Fadf

Para fuqaha mengartikan riba fad/ scbagai tambahan pada harta
dalam akad jual becli scsuai ukuran syariat (yaitu takaran atau
timbangan)®® jika barang yang ditukar sama atau sejenis. Menurut Istilah
Fiqih adalah tambahan pada salah satu dari dua barang ribawi yang sama
jenis secara kontan.

Riba fadl juga dapat didefinisikan sebagai jual beli barang ribawi
dengan barang ribawi serupa’ atau scjenis dengan tambahan pada“ saiah
satunya.”’Komoditi barang ribawi adalah: emas, perak, gandum, kurma,
gandum merah, dan garam. Kctentuan ini discpakati olch para ulama
dengan didasarkan pada hadits Abu Said al-Khudri yang diriwayatkan

oleh Bukhari Muslim.

% Maksud ukuran syariat adalah sesuai dengan kebiasaan dalam menjual barang-menurut abu Yusuf-
yaitu takaran bagi barang yang ditakar dan timbangan bagi barang yang ditimbang. Schingga,
maksudnya adalah bahwa riba terbatas pada barang-barang yang ditakar dan ditimbang saja.
Sedangkan maksud dari kalimat “tambahan pada harta” adalah tambahan materi yang nyata, sehingga
jika terdapat tambahan sesuatu dalam harta maka telah terjadi riba, meskipun kedua barang itu
berbeda atau nilai jualnya sama.

¥ Wahbah Az-Zuhaily, Figih Islam wa Adillatuhu, Jilid V (Jakarta: Darul Fikr, 2011), 309
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Artinya: ‘“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama
(nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian
yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama
(nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian
yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang
tidak tunai dengan yang tunai. "*

Ketcrangan mengenai riba fadhl juga terdapat dalam hadits

berikut.
s TRyl Ty Tl DA Ky Ay ¢,
(ol 32N 0 AT o 3T (a1 Sy S ey 20

AP

Attinya: “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak,
gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum)
dijual dengan sya’ir, kurma djjual dengan kurma, dan garam
dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan)
harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa
menambah atau meminta tambahan, maka ia tclah berbuat
riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang
yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.”®

% HR. Muslim, 22, pembahasan tentang paruan kebun, 15, bab “Penukaran dan Jual-Beli Emas
dengan Perak Secara Kontan’, hadits no. 80; HR. An-Nisa'i, pembahasan tentang perniagaan, 48, bab
“Jual-Beli Gandum dengan Gandum’', HR. Ibnu Majah, 12, pcmbahasan tentang perniagaan, 48, bab
“Penukaran Barang yang Boleh dan yang Tidak Boleh secara Kontan,” hadits no. 1827, dalam
M. Yasir (terj.), Ringkasan Kitab al-Umm, Buku 2, Jilid IIl (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 16

P HR. Muslim no. 1584 dalam M. Yasir (terj.), Ringkasan Kitab al-Umm, Buku 2, Jilid III (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2007), 17
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Para ulama tclah menyepakati bahwa keenam komoditi (emas, perak,
gandum, sya’ir, kurma dan garam) yang discbutkan dalam hadits di atas
termasuk komoditi ribawi. Schingga cnam komoditi tersebut boleh
diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi syarat. Bila barter
dilakukan antara komoditi yang sama. misalnya kurma dengan kurma, emas
dengan emas, gandum dengan gandum, maka akad tersebut harus dilakukan
dengan scimbang dan kontan. Untuk memudahkan menentukan barang apa
saja yang termasuk ribawi, maka harus dilihat illamya. Adapun Illat (Sebab
Pelarangan) ribawy antara lain:

1) Memiliki nilai tukar
2) Sebagai bahan makanan pokok & bisa disimpar (Malikiyyah)
. Hubungan Penukaran Uang dengan Riba

Riba adalah perolchan harta dengan harta lain yang sejenis dengan
saling melebihkan antara satu sama lain. Sedangkan penukaran (sarf’) adalah
penukaran harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan pcrak yang sejenis
dengan saling menyamakan kualitas dan kuantitasnya.

Ada yang menyatakan, bahwé fakta hukum mengenai uang sekarang
berbeda dengan emas dan perak yang digunakan pada zaman dulu. Sekarang

sistem kcuangan mcnggunakan sistem fiat money (mata uang kertas),
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schingga hukum riba dalam pertukaran cmas dan perak tidak bisa diterapkan
dalam kasus fiat moncy.™

Memang, dari escnsi cmas dan peraknya, substansinya berbeda. Akan
tetapi, dari sifatnya dan fungsinya, mata uang kertas sama dengan emas dan
perak, sama-sama scbagai mata uang. Juga dilihat dari segi illat ribawinya,
uang kertas digunakan scbagai alat tukar dan menyebut fungsi emas dan
perak dalam kontcks pertukaran atau scbagai alat pembayaran (medium of
exchange). Oleh karcna itu, dalam kasus pertukaran uang (sarf), hukum yang
berlaku antara lain:

a) Harus sama nilai nominalnya dan cas# (tunai/kontan), jika uangnya sama,
mizalnya rupiah dengan rupiali.

b) Harus kontan, jika uangnya berbeda, scperti dolar Amerika dengan
rupiah, dan scbagainya.

Jika praktik pertukaran terscbut tidak sesuai dengan ketentuan di atas
maka status hukumnya adalah riba. Masalah ini didasarkan pada hadits Nabi
Muhammad SAW berikut ini:
|50 Yy ot T G 15528 ¥y Bias Sl 91 iU L b
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% Yasira, “Kekeliruan Scputar Riba". dalam http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/20384 13-
kekeliruan-seputar-riba/ (18 Agustus 2010)
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Artinya: ‘“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya)
dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain;
Janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan
Janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan
Janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan
yang tunai.”’

B. Upah (Ujrah)
1. Pengertian Ujrah (Upah)

Kata upah sepertinya sudah tidak asing lagi di tclinga kita. Bagi para
pekerja, upah merupakan sumber penghasilan  yang  dipergunakan untuk
memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Semecntara menurut para
pengusaha upah adalah bagian dari biaya produksi, sehingga penggunaannya
harus dioptimalkan dalam peningkatan produktivitas. Dalam pembahasan ini
yang akan diuraikan adalah ujrah dalam arti perburuhan, schingga yang
dijelaskan adalah pengertian upah kerja atau upah buruh.

Upah di dalam bahasa Arab disebut dengan al-ujrah yang berasal dari

- kata al-giru yang berarti Al-‘iwadu (ganti). Oleh karena itu tawab (pahala)
disebut dengan ajru atau upah.’? Sedangkan menurut istilah yang di maksud upah
atau ujrah adalah memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang

lain dengan syarat-syarat tertentu.*’

3" HR. Muslim, 22, pembahasan tentang paruan kebun, 15, bab “Penukaran dan Jual-Beli Emas
dengan Perak Secara Kontan’, hadits no. 80; HR. An-Nisa’i, pembahasan tentang perniagaan, 48, bab
“Jual-Beli Gandum dengan Gandum', HR. Ibnu Majah, 12, pembahasan tentang perniagaan, 48, bab
“Peaukaran Barang yang Boleli dan yang Tidak Boleh sccara Kontan,™ hadits no. 1827, dalam
M. Yasir (terj.), Ringkasan Kitab al-Umm, Buku 2, Jilid 111 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 16

*? Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 4, h. 203

* Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Fiqih Mazhab Syafi'i  Edisi Lengkap ) Buku 2, h, 138
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Artinya: Harta yang diserahkan pengupah kepada pekerja sehubungan dengan
pelaksanaan pekerjaan yang dikchendaki akad ijarah.”’

Sedangkan menurut pernyataan Profesor Benham, upah dapat
didefinisikan dengan scjumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi
pekerjaan kepada scorang pekerja atas jasanya scsuai perjanjian.*’

Dapat disimpulkan bahwa upah atau wjraly adalah hasil yangdiperolch
atas suatu pckerjaan yang dilakukan scscorang, yang diawali dcngan scbuah
perjanjian kerja, baik sccara tertulis (kontrak), atau secara lisan.

2. Landasan tentang Upah

Allah berfirman dalam surat A/-Kahfi ayat 77

P e E.,,E.’ ,f.,f-,,,,_’an,,: /,I-’:E_f .z e
1238 Lasiza; of 1550 Ll Uibinl a3 Jal WIS 75 Gl

-»

de
A AR R L T A A S
@\}\wuwcﬂ‘;«ydb ,Luuua_a;go\ib;\)u?gé

Artinya: Maka kcduanya berjalan; hingga tatkala keduvan ya sampai kepada
penduduk suatu negeri, mercka minta dijamu kepada penduduk
negeri ity, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka,
Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah
yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa

berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk

l-tuu.76

3 .
Ibid.
** Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1 (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361
% Departemen Agama RI, Mushaf al-Quran Terjemah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 447.
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Dalam hadits riwayat Nasa’iy dan Ahmad dijelaskan bahwa

penentuan upah itu harus ditentukan terlebih dahulu, seperti di bawah ini:

il A i AT D g 1o S AT el 06 i

Artinya: Scsungguhnya Rasulullah SAW mcmbenci mengupal (pekerja)

kecuali sudah jelas upah baginya. (HR. An-Nasa’i)*®

Dari ayat dan hadits di atas, ada beberapa prinsip yang harus dipegang

dalam hal perjanjian kerja dan upah kerja, diantaranya:

a.

b.

Adanya transaksi atau akad scbelum melakukan pekerjaan

Adanya pekerja dan pemilik kerja agar terbentuk kerja sama

Bentuk atau jenis pekerjaan dan batas waktu pekerjaan harus ditentukan
atad minimal dijelaskan

Kejelasan upah atau gaji

Waktu pembayaran diberikan sctelah sclesai pckerjaan atau scsuai
kescpakatan di awal

Mempercepat scbagaimana kescpakatan kedua belah pihak.

” Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah:Fi Kitab ljarah, No. 2155
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3. Syarat-syarat Upah

Untuk sahnya fjdrah, scsuatu yang dijadikan scbagai upah atau imbalan

harus memenuhi syarat berikut:
a. Upah atau imbalan adalah scsuatu yang dianggap harta dalam pandangan
syari'ah (mal mutagawwim) dan diketahui. Hal ini didasarkan pada sabda

Nabi SAW yang berbunyi sebagai berikut:
sl Yy ol g e o gl g B S G 20 2 Bk ol 2
ol dadadd 1,0 e o9 ol WU Ll Yy 1gka s Yy 4l b g

(S olyy)

Artinya: Dari Abi Hurairah, dari Nabi SA W- "Janganiah sescorang menawar
tawaran saudaranya, jangan meminang pinangan saudaran ya, jangan
saling memamata-matai, dan jangan saling  .membai'at  dengan
mclemparkan  batu. Orang yang mengupal  seorang  pekerja,
hendaklah ia memberi tahu upahnya” (HR. al-Bayhagiy)*’

b. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dangan uang sesuai dengan adat
kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka ia harus termasuk
barang yang bolch diperjual belikan. Kalau ia berbentuk jasa, maka ia harus
jasa yang tidak dilarang syara”*'

c. Upéh atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang

disewakan. Misalnya imbalan scwa rumah dengan sewa rumah, upah

“* Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Bayhagqiy (selanjutnya discbut al-Bayhagqiy),
Sunan al-Bayhagiy al-Kubra, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah DAar al-Baz, 1994), Juz 6, h. 120

! Muhammad bin Ahmad bin Muhamamd bin Rusyd (sclanjutnya disebut Ibn Rusyd), Bidayah al-
Mujtahid, (Beirut: Dir al-Fikr, t.th.), Juz 2,166
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mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama
Hanafiyyah, syarat seperti ini bisa menimbulkan riba nasiah.*?
4. Penentuan Upah

Upah kerja harus dapat diketahui dengan jelas guna menghindari dari
kemungkinan terjadinya perselisihan di belakang. Apabila upaﬁ kerja tidak
dijelaskan sebelumnya, berarti mustajir (majikan) akan mengikuti permintaan
ajir (pekerja). Misalnya, apabila scorang minta kepada orang lain untuk
memindahkan barang ke tempat lain tanpa lebih dahulu dijelaskan upah yang
harus dibayar, maka musta’jir dibcbani mcmbayar upah yang pantas (ujratul
mitsli), tetapi ukuran kepantasan tersebut amat relatif.*® Hal itu dikhawatirkan
akan terjadi penindasan baik dari pihak ajir maupun musta’jir Maka dari itu
untuk menghindarinya harus ada akad perjanjian terlebih dahulu agar terjadi
keadilan dan kerelaan di antara keduanya.

Selain itu, Ibnu Taimiyah juga mengatakan, bahwa konsep upah tidak
lepas dari harga yang adil atau disebut ujrah a/ misliy. Dalam pembahasannya ia
menyatakan bahwa harga yang adil dan upah yag adil cukup terperinci.* Upah
yang sepadan menurut ulama figih adalah upah yang adil, yakni sepadan dengan

pekerjaannya.

* 'Alg al-Din al-Kasaniy, Badaj al-Shanaj, Juz 6, h. 212, dalam az-Zuhayly, Figih Islam wa
Adillatubuy, Jilid V (Jakarta: Darul Fikr, 2011), 752.

43 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah (Bandung: Ma’arif, 1987),
25

“ Ibnu Taimiyah, Al Hisbah Fi Al-Islam (Beirut: Dar al-Kutub al-*Ilmiyah, 1992), 29
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Hal tersebut menjelaskan bahwa wjrah af misliy (upah yang scpadan)
ditentukan oleh jumlah nilai yang discpakati olch kedua belah pihak pada saat
pembelian jasa. Tujuan dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan kcdua belah
pihak, agar antara pembeli kerja dan pckerja terpelihara dari eksploitasi satu
sama lain.*’ Dengan demikian, pencntapan upah sebaiknya dilakukan sebelum
pekerjaan jasa itu dilakukan agar pembeli jasa tidak dapat mengurangi jumlah
upah yang akan diberikan dan penjual jasa juga tidak dapat menuntut atau
meminta kecpada pembeli jasa scjumlah upah yang meclebihi yang telah

disepakati.

5. Persyaratan mempercepat dan menangguhkan upah

Upah tidak sah dengan hanya sckedar akad, menurut mazhab Hanafi.
Mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah, seperti juga halnya
mempercepat yang scbagian dan menangguhkan yang scbagian lagi, scsuai
dengan kescpakatan kedua belah pihak.

Jika dalam akad tidak tcrdapat kescpakatan mempercepat — atau
menangguhkan, sckiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu,
maka wajib dipenuhi sesudah berakhimya masa tersebut. Misalnya orang yang
menyewa suatu rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan telah

berlalu, maka ia wajib membayar scwaan.®

M. Arskal, Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah (Jakarta: Logos, 1999),
100
4 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah,Jilid X111 (Bandung: PT. al. Ma'arif, 1987),
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Jika akad jarah untuk suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran
upahnya pada waktu berakhimya pekerjaan.
6. Macam-macam Upah
a. Upah yang dihalalkan
Upah yang halal adalah upah yang dipcrolch dari pekerjaan yang baik,
yaitu pekerjaan yang dapat mengandung kemaslahatan sosial yang

manfaatnya dapat dirasakan olch masyarakat.*’

Kegunaan upah yang dihalalkan diriwayatkan olch Ibn Huban sebagai

berikut:**

18 0oLy Al il lm sl (S5 (o Al bl iy {5 A0 T il i
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Artinya: “Dari Abu Sa’id al Khudri ra. dari Rasulullah SA W, beliau bersabda,
siapa saja yang mendapatkan harta dari jalan yang halal, kemudian
/a memberi makan pada dirinya atau memberinya pakaisn, Juga

kepada orang lain maka dengan pemberian itu baginya dianggap
zakat.

* Baqir Sharief Qarashi, Keringat Burub:llak dan Kewsjiban Pekerja dalam Islam, (Jakarta: Al-Huda,
2007), 57.

“ Imam al Hafiz Zakiyuddin Abd al-*azim bin Abdul Qawiy Manzuri, Targib wa Tarhib,
(Beirut:Darul Fikr, 2004), 347.
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Faman dunahu min khalgillzh artinya ia memberikan makan dan
pakaian dari harta tersebut kepada orang lain, keluarganya, dan selain mereka,
maka pemberian itu akan berkembang, berkah, pensucian diri.*® Dari hadis di
atas dapat diartikan bahwa upah yang halal dapat digunakan untuk berbagai
bhal. Misalnya, menafkahi keluarga, sedekah, menyatuni anak yatim dan
sebagainya. Sehingga orang yang memberi terscbut mendapat pahala dari

setiap kebaikan yang dilakukannya.

. Upah yang diharamkan

Upah yang diharamkan adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang
dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan, serta mengakibatkan kebinasaan
masyarakat.*

A 37 Coily - a8 iyl A La A e A o) b 1A el
O " Dal i AT s 58 T4y (BYa0 2 LAY Tl i ey, il U (i N
(pelS pSall g Lagaina (& Glis O 5 4 >l ol 5 ) Al 5750

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi SAW bersabda, dan barang
siapa mengumpulkan harta yang haram, kemudian ia
menyedekahkannya, maka ia tidak mendapatkan pahala dan
dosa dibebankannya.’’

® bid.

* Baqir Sharief Qarashi, Keringat Burub:Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Islam, (Jakarta: Al-Huda,
2007), 119.
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Imam al Hafiz Zakiyuddin Abd ul-‘azim bin Abdul Qawiy Manzuri, Targib wa Tarhib,

(Beirut:Darul Fikr, 2004), 350.
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Sedangkan upah yang diharamkan tidak dapat digunakan untuk ibadah
mahdoh. Oleh karena itu tidak ada pahala baginya dan tidak ada keberkahan
baik bagi dirinya maupun orang lain, melainkan dosa yang diperolehnya.

C. Konsep Maslahah

Secara etimologis, kata “i»ladi” merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari

kata plladt  yang berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan maglahah

merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan.>

Dalam kamus lisan al-Arab kata mag/ahah mengandung arti adanya
manfaat baik secara asal maupun meclalui suatu proscs, scperti menghasilkan
kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi
kemadharatan dan penyakit.

Manfaat yang dimaksud olch pembuat hukum syara’ (Allah) adalah sifat
menjaga agama, jiwa, akal, kcturunan, dan hartanya untuk mencapai kctertiban
nyata antara pencipta dan makhluk-Nya..

Maslahah yaitu kondisi ideal yang dicapai oleh manusia dengan
terpenuhinya kebutuhan baik primer (daruriyyah), sekunder (hajiyah) dan tersier

(tahSiniyyah) secara berkesinambungan.

Dengan begitu, kebutuhan primer
manusia adalah sesuatu yang jika tidak dipcnuhi akan mengakibatkan tidak

berfungsinya kehidupan, ketidakteraturan dan kehancuran. Instabilitas dalam

S2Romli, Muqaranah madhab fil usil (Jakarta: Gaya Media Pratama), 157
33 Abdul Wahab Kholaf, /imu Ushul Figh (Bandung: Risalah,1972), 198
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kehidupan ini tidak akan terjadi jika agama, nyawa, akal, kechormatan dan harta
mendapatkan perlindungan hukum. Kebutuhan sckunder (hajiyah) adalah sesuatu
yang berfungsi mempermudah dan meringankan dalam kehidupan dengan
diberlakukan dispensasi (rukfsafh) dalam [badah dan sebagainya. Kebutuhan
tersier (fahsiniyyah) adalah sesuatu yang beroricntasi pada estetika dan etika
yang diejawantahkan dalam /badah yang berupa urgensi kesucian dalam ritual;
muamalah, yang berupa tidak diperbolehkannya penipuan dalam jual beli;
Jinayah, yang berupa larangan pcmbunuhan anak, percmpuan dan scbagainya.

Maslahah bukan istilah baru karcna hal itu sangat terkait dengan
pemberlakuan syariat kepada umat manusia. Keterkaitan maslahah dan
pemberlakuan syariat bukan hanya retorika belaka namun bersifat ‘csengial yang
akan membawa konsckuensi scrius terhadap ketentuan yuridis. Mas/ahah
diposisikan scbagai tujuan diberlakukan syariat bagi manusia. Dengan begitu,
tujuan syariat hanya untuk mewujudkan dan melindungi kesejahteraan manusia
secara proporsional scsuai dengan rumusan kebutuhan.

Tujuan umum syari’ dalam menctapkan hukum adalah mercalisasikan
kemaslahatan manusia dalam kehidupan yaitu mendatangkan keuntungan untuk
mereka dan menghindarkan mercka dari bahaya. Pemeliharaan ini ditujukan
untuk lima keputuhan dasar manusia yaitu agama, jiwa, akal, kechormatan dan

harta dari bahaya atau keadaan darurat.
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Lebih lanjut al-Zarkasyi dan al-Sayuti mendefinisikan darurat dalam
rumusan scbagai berikut.™*

“Darurat ialah sampainya sescorang pada batas di mana jika ia tidak mau
memakan yang dilarang, maka ia akan binasa, atau mendekati binasa,
seperti orang yang terpaksa memakan sesuatu yang dilarang di mana jika
ia bertahan dalam kelaparannya atau tanpa memakai sesuatu yang
dimaksud, maka ia akan mati atau hilang sebagian anggota badannya.”

Sedangkan definisi menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili mengenai

darurat sebagai berikut.*

“Darurat ialah datangnya kondisi bahaya kcsulitan yang amat berat
kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan
atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta
dan yang bertalian dengannya. Ketika itu dibolehkan mengerjakan yang
diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan atau menunda waktu
pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakannya
dapat menimpa dirinya sclama tidak keluar dari syarat-syarat yang
diteatukan ofeh syariat Tslam.”

Jika merujuk pada definisi darurat di atas, bisa disimpulkan beberapa
batasan keadaan darurat yang dibolchkan melakukan sesuatu yang diharamkan
atau yang wajib boleh ditinggalkan. Batasan-batasan ini ditentukan agar semua
orang tidak mudah mecngklaim adanya darurat yang dapat diterima atau

dibenarkan perbuatannya melanggar syariat Islam. Batasan-batasan itu scbagai

berikut.

Al Zarkasyi,al Mantsur fi Tartib al-Qawa 'id al Fighiah, dalam Wahbah Az-Zuhaili, Konsep darurat
dalam Hukum Islam, Said Agil, dkk (terjm.) (Jakarta: Gaya Mcdia Pratama, 1997), 71

%% Wahbah az-Zuhaili, Konscp Darurat dalam Hukum Islam, Said Agil, dkk (terjm.) (Jakarta: Gaya
Media Pratama, 1997), 72
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Kcadaan darurat itu telah ada. Artinya, kckhawatiran akan kebinasaan
memang benar-benar ada, yang diketahui mclalui dugaan kuat berdasarkan
pengalaman yang ada. Pada saat itu scscorang bolch berpegang dengan
ketentuan-ketentuan hukum kekecualian menurut agama. Perlakuan itu
dilakukan untuk mclindungi lima kebutuhan dasar yang dipelihara agama,
yaitu agama, jiwa, kchormatan, akal, dan harta.

Orang yang tcrpaksa itu tidak memiliki pilihan lain kecuali melanggar
larangan syara’, atau tidak ada cara lain yang dibcnarkan untuk menghindari
kemudharatan sclain melanggar hukum. Scperti, seseorang yang berada di
tengah hutan dan sedang kclaparan. Dia diperbolchkan memakan daging
hewan yang dilarang Islam seperti babi. Selama orang itw masih bisa mencari
atau menemukan makanan lain seperti buah-buahan atau hewan yang halal,
maka larangan mcmakan babi masih mcenjadi kewajibannya yang harus
dipatuhi.

Jangan sampai orang yang terpaksa itu mclanggar prinsip-prinsip pokok
syara’ yang telah discbutkan, berupa memelihara hak-hak orang lain,
menciptakan keadilan, menunaikan amanah, menghindari kemudharatan,
serta memelihara prinsip keberagaman. Contoh dalam hal ini adalah, barang
siapa yang dalam kcadaan biasa bisa mendapatkan pinjaman dari orang lain
tanpa bunga, maka ia tidak dibenarkan mengambil pinjaman berbunga atau

jual beli dengan riba. Jika memang dalam keadaan terpaksa, hendaknya orang
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terpaksa itu dilepaskan dari kewajibannya, dengan kata lain menyedekahkan
utangnya kepada si peminjam.

. Orang yang terpaksa itu membatasi dirinya pada hal yang dibenarkan
melakukan (melanggar syara’) pada batas yang paling rendah atau
secukupnya, tidak berkelanjutan jika kcadaannya sudah biasa. Seperti
penggunaan alkohol. Hanya dibenarkan pada saat operasi untuk membius
pasicn, jika pasicn dinyatakan scmbuh, maka alkohol tidak bolch digunakan

lagi.



BAB I
PRAKTIK PENUKARAN UANG BARU MENJELANG LEBARAN

DI KOTA SURABAYA

A. Latar Belakang Terjadinya Penukaran Uang Baru Menjelang Lebaran di Kota
Surabaya

Tradisi memberikan hadiah berupa uang kepada anak-anak, kerabat,
orang lain, scrta kaum duafa, bagi kalangan masyarakat Cina dikenal dengan
istilah angpau. Angpau itu diberikan pada hari-hari tertentu, scperti hari Raya
Cina. Ternyata, kebiasaan serupa juga terjadi di kalangan masyarakat muslim.
Pembagian uang terscbut berlangsung scusai bersalam-salaman dan saling
memaafkan pada saat lebaran.

Besarnya nilai uang yang dibagikan bervariasi, bergantung pada
kemampuan pemberi. Pada umumnya, uang yang dibagi berupa pecahan senilai
Rp 1000-an, Rp 2000-an, Rp 5000-an, Rp 10.000-an, atau Rp 50.000-an. Untuk
memperoleh uang receh tersebut, masyarakat berusaha menukarkan uang lama
menjadi uang receh baru. Penukaran uang tersebut dapat dilakukan di bank-bank
tertentu.

Keramaian penukaran uang terlihat beberapa hari menjelang lebaran,
sejak awal puasa. Tingginya pcrmintaan masyarakat ini scringkali menyebabkan
antrian yang panjang di sejumlah bank di Surabaya, termasuk di Bank Indonesia

59
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cabang Surabaya yang menjadi pusat penukaran. Tidak jarang pula stok uang
receh habis karena banyaknya permintaan. Untuk itu, berdasarkan data dari surat
kabar harian rima news,' bank membatasi jumlah penukaran, yakni Rp 3,9 juta
per orang atau tiap-tiap orang dapat menukar uang dua kali sctiap minggu.

Pembatasan penukaran ini menjadi suatu masalah bagi sebagian
masyarakat. Mereka beranggapan bahwa menukarkan uang di bank tidak mudah.
Selain dibatasi, menukarkan uang di bank juga membutuhkan waktu yang lama
karena harus bersabar menunggu antrian yang panjang. Padahal, untuk mengantri
dalam waktu yang lama, tidak semua orang mempunyai waktu luang yang cukup.

Oleh karcna kesulitan memperolch uang baru inilah, banyak orang yang
memilih menukar uang di tempat lain sclain bank yaitu pada orang-orang yang
mengusahakan hal itu. Menukarkan uang pada orang-orang yang biasanya
menawarkan jasanya di pinggir-pinggir jalan dirasakan lebih efcktif meskipun
nilai tukarnya Icbih mahal.

B. Penukaran Uang Menjelang Lebaran Menurut Pihak yang Bertransaksi

Bila kita melewati jalan Pahlawan Surabaya atau melalui jalan
Pagesangan depan Masjid Al-Akbar Surabaya khususnya setclah memasuki bulan
Ramadan, kita banyak menjumpai scjumlah orang yang mcnawarkan jasa
penukaran uang. Mercka menawarkan penukaran uang pada setiap pengendara
yang melintas. Nilai pecahan yang mereka tawarkan meliputi seribuan sampai

dengan lima puluh ribuan. Uang-uang rcceh tersebut pada umumnya masih baru,

! Achmad Surya, “ Jelang Lebaran Penukaran Uang Receh Di Surabaya Capai Rp 778 Miliar,” dalam
http://rimanews.com/read/20100907/2689/ (7 September 2010, 09:25 WIB).
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bersih, dan belum terlipat. Semakin mendekati hari lebaran, semakin banyak
orang yang mcnawarkan jasa penukaran uang,.

Inilah fenomena para penjual uang receh yang setiap tahun bertambah
marak. Untuk sementara, mereka bekerja sebagai penjual uang karena ingin
memanfaatkan momentum lebaran yang datangnya sekali dalam setahum ini.

Faktor ekonomi menuntut mecreka untuk melakukan praktik penukaran
uang ini. Dengan alasan akan mendapatkan keuntungan yang berlimpah, penjual
uang ini rela bersusah payah menjual uang di pinggir-pinggir jalan raya. Hal ini
diungkapkan oleh salah satu penjual scperti dikutip oleh peneliti di bawah ini.

“Saya scorang kuli batu mbak, menjadi kuli batu hasilnya sedikit, tapi

untuk usaha ini, dalam scbulan Ramadan, saya menerima keuntungan

bersih setidaknya Rp 5 juta. Kalau ada yang lebih baik kenapa
tidak? ungkapnya.’

Mereka sangat berscmangat. Mulai pagi hingga menjelang sore, mereka
berupaya untuk mengais rejeki meskipun hanya sedikit. Hal senada juga
diungkapkan oleh Adi yang mengaku kalau dirinya rela meninggalkan pekerjaan
tetapnya yaitu sebagai pedagang arloji demi mempcroleh untung besar. ”Jualan
uang pecahan ini untungnya besar karena adanya satu tahun sekali yaitu pas
lebaran saja. Saya saja sctiap menjual uang pecahan ini bisa mendapat untung
hingga Rp 4 juta,” katanya.’

Pada kesempatan yang sama, penulis menggali lebih jauh bagaimana cara

para penjual uang ini menjajakan uangnya, hingga pembeli tertarik untuk

? Munirkan (penjual), Wawancara, Surabaya, 1 April 2011.
3 Adi (penjual), Wawancara, Surabaya, 4 Maret 2011.
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Lertransaksi. Pertanyaan ini sangat penting untuk mengetahui lebih jauh lagi
mengenai praktik penukaran uang menjelang lebaran di jalanan.

Saat penulis menanyakan cara mercka mcnjual uangnya, Muslih, salah
satu penjual uang di sekitar Giant Margorcjo menceritakan dengan santai seperti
yang dikutip oleh penulis berikut ini.

“Di awal sampai pertengahan bulan puasa, setiap Rp 100.000 yang saya

jual, orang harus membayar Rp 15.000, tetapi itu tidak mutlak. Transaksi

itu masih bisa ditawar. Paling kemanya Rp 12.000 hingga Rp 12.500.

Uang yang mercka tukar terdiri dari satuan Rp 100.000, R? 20.000, Rp

10.000, Rp 2.000 dan paling kecil Rp 1.000” ungkap Muslih’

“Penjualan dengan harga Rp 15.000 itu bukan saya tentukan sendiri

mbak, tapi saya bersepakat dengan penjual lainnya yang ada di sekitar

sini. Ya...biar tidak saling iri mbak, bisa-bisa nanti bentrok” tambahnya.

Lain lagi dengan Munaji, salah satu penjual vang di lingkungan masiid al-
Akbar Surabaya. Dia menyebut dirinya dan teman-teman seprofesinya sebagai
penjual jasa uang, bukan penjual uang. Tcrdapat perbedaan di antara kedua
istilah tersebut. Jika penjual jasa uang, maka yang dijual adalah jasanya.
Sedangkan penjual uang, mercka melakukan jual beli uang yang menurut Islam
adalah haram jika ada tambahannya. Munaji menuturkan sebagai berikut.

“Kami ini hanya membantu pembeli mbak, kebanyakan orang sibuk, jadi

tidak sempat untuk tukar ke bank, kadang juga karena malas antri.

Biasanya, orang-orang menukar uang Rp 100.000, ditukar dengan Rp

2.000-an atau Rp 1.000-an. Ada juga yang menukar hingga Rp 500.000,

ditukar dengan 1 pak Rp 1.000-an, 2 pak Rp 2.000-an, dan 2 pak Rp

50.000-an. Kami tukar scsuai dengan yang diinginkan. Rp 100.000 ya
Rp 100.000.”

4 Muslih (penjual), Wawancara, Surabaya, 12 April 2011.
3 Munaji (penjual), Wawancara, Surabaya, 12 April 2011.
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Praktik lain dari penukaran uang di Surabaya dilihat dari cara penjual
mendapatkan modal. Seseorang yang ingin berjualan uang, tetapi tidak memiliki
uang yang cukup untuk ditukarkan di Bank Indoncsia. Penjual ini bisa meminjam
uang kepada orang yang lebih mampu atau memiliki vang cukup untuk
digunakan modal bagi orang lain. Mercka bisa meminjam uang pada tetangga,
saudara, atau teman, seperti yang dilakukan oleh Kholil bersama adiknya Fiki.
Penjual asal Madura ini menycdiakan uang pecahan kecil hingga Rp 100.000.000
selama masa puasa hingga lebaran tiba. Dalam schari, ia bisa meraup penghasilan
sekitar Rp 60.000 hingga Rp 150.000. Mcnurut Kholil, mendekati lebaran,
permintaan penukaran uang masyarakat meningkat drastis. Sejak tiga tahun lalu,
setiap kali bulan Ramadhan tiba, Fiki selalu datang ke Surabaya. Berbekal uang
pinjaman Rp 5 juta dari tetangganya, ia mengadu nasib dengan menjalani bisnis
penukaran uang.

Ada juga yang meminjam uang kcpada reatenir dengan bunga pinjaman
tiap bulan. Tidak jarang pula penjual scperti Slamet Riyadi ini harus memberikan
beberapa persen dari laba penjualan.

“Untuk modal, saya harus pinjam ke teman saya dengan bunga 2,5% atau

Rp 25.000 tiap satu jutanya. Sedangkan untuk mendapatkan uang baru

dari pengepul yang mempunyai jaringan di BI, saya juga harus membayar

uang tambahan Rp 50.000 atau 5% setiap Rp 1.000.000,” katanya. Biaya

bunga dan operasional tersebut, lanjutnya, tidak menjadi masalah karena
akan dibebankan ke pembeli.’

$ Kholil (penjual), Wawancara, Surabaya, 10 April 2011.
7 Munirkan (penjual), Wawancara, Surabaya, 1 April 2011.



Saat ditanya terkait kcuntungan, para penjual uang ini mengaku berjuang
keras untuk bisa mendapatkan kcuntungan yang banyak. Mereka mengantri di
Bank Indonesia mulai dari pukul 03.00 WIB mengantri di BI, hingga sore hari.
Kemudian, mercka menawarkannya di pinggir jalan. Itu pun dalam satu hari

belum tentu mendapat pembeli.

“Namanya juga usaha mbak, dari pada nganggur. Usaha gini aja
untungnya juga nggak scberapa, cuma Rp 5 Ribu per Rp 100 Ribu. Antre
mulai dari jam 3 Eagi, tecrus menawarkannya ke orang-orang yang lewat
sini sampai sore.

Hal senada mengenai keuntungan yang diperoleh juga diungkapkan oleh
Adi, penjual di kawasan pasar turi scbagai berikut.
“Kalau awal-awal bulan puasa untungnya Rp 600 ribu per hari, tetapi

kalau mendekati lebaran untungnya bisa mencapai Rp 1 juta per hari,”

ujar Adi yang sudah menggeluti usaha penjualan uang receh baru selama
5 tahun.’

Sedangkan kcuntungan yang diambil olch para penjual yang meminjam
uvang dari renfenir, harus rela dibagi dengan rentenir scbagai bunga pinjamannya.
“Minggu pertama dan kcdua Ramadan, saya mengambil kcuntungan
10%. Jadi untuk pcnukaran scnilai Rp 100.000, pembecli harus
mengeluarkan uang Rp 110.000. Saat mendekati lebaran, keuntungan
yang diambil lebih tinggi hingga Rp 15.000-Rp 25.000 per penukaran Rp
100.000. karena modal saya berbunga, saya juga meminta lebih ke
pembeli,” katanya.'”
Hampir sebagian besar penukaran uang di Surabaya ini menggunakan

sistem yang sama seperti yang diungkapkan Muslih, Adi, serta Rina. Mereka

menjual uang dengan keuntungan berkisar Rp 5.000 sampai Rp 20.000 per Rp

8 Rina (penjual), Wawancars, Surabaya, 5 April 2011
® Adi (penjual), Wawancara, Surabaya, 4 Maret 2011
'® Munirkan (penjual), Wawancara, Surabaya, 1 April 2011
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100.000 nya. Untuk awal bulan puasa, mercka masih bisa menyiasati
dagangannya dengan tawar menawar agar dagangannya laku. Namun, jika
menjelang hari lebaran, H-7, harga penukaran tidak bisa ditawar lagi, malah
harga akan dinaikkan. Kenaikan harga jual ini dipicu oleh semakin tingginya
permintaan dari para pembeli. “Kalau sudah kepepet, walaupun mahal pasti
dibeli kan mbak...??” kata Sholihin. "’

Lain halnya dengan praktik yang dilakukan di Masjid Agung Surabaya.
Di masjid Agung ini, praktik dilakukan dengan sistem yang berbeda, seperti
ungkapan Munaji.

“Masalah tambahan, itu si# terscrah pembeli mbak memberi uang

berapa, asalkan kami tctap diberi scbagai ganti lelah seharian

menjajakan. Ada juga penjual di sini yang memberi persyaratan minimal

Rp 5.000 untuk ongkos, tapi semua terserah pembeli. Kami tidak ingin

memaksa.”

Saat ditanya lebih lanjut olch pencliti tentang alasan penjual uang di
Masjid Agung melakukan praktik scperti itu, jawaban mercka hanyalah karena
takut dosa. Dahulu, di Masjid Agung sering ada beberapa ulama yang
memberikan ceramah mengenai penukaran uang. Penukaran itu boleh dilakukan
asalkan nilainya sama jika itu scjenis, scperti tukar Rp 100.000 dengan Rp
100.000. Jika tidak, maka tambahan yang diminta termasuk kategori riba.
Apabila ingin mendapatkan keuntungan dalam transaksi tersebut, maka upah

yang diberikan harus atas dasar ikhlas dari pembeli, bukan ditentukan oleh

penjual.

"' Sholihin (penjual), Wawancara, Surabaya, 12 april 2011
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Selain penjual, pihak yang bertransaksi dalam penukaran uang ini adalah
pembeli. Pembcli uang adalah scjumlah orang yang membeli uang dengan alasan
karena malas antri di bank yang membutuhkan waktu yang lama (berjam-jam).
Selain malas antri, ada sebagian orang yang ingin praktis saja. Artinya, tinggal
mencari penjual uang di sekitar rumah, atau dckat dengan tempat kerja agar
langsung bisa menukar uang tanpa dibatasi jumlahnya.

Penulis mencari tahu bagaimana tanggapan dari pembeli mengenai
praktik penukaran uang di jalan ini. Salah satu pembeli bernama Farhatin yang
merupakan pedagang di Pasar Kembang ini mengatakan bahwa penukaran uang
menjelang Icbaran ini banyak diminati. Tempat-tempat yang biasanya dijadikan
acuan untuk menukar adalah jalan Pahlawan. Mercka beranggapan bahwa jalan
tersebut merupakan tempat yang paling dekat dengan pusat bank di Surabaya
yaitu Bank Indonesia (BI). Selain dekat dengan BI, mereka (para pembeli)
berharap akan mendapat harga yang murah untuk menukar per Rp 100.000 nya.'?

Lebih lanjut Farhatin menyatakan bahwa sclain jalan Pahlawan, biasanya
orang-orang ramai membicarakan tempat penukaran di sekitar pasar turi atau
PGS (Pusat Grosir Surabaya) dan depan Masjid Al-Akbar. Umumnya, penukaran
itu diawali dengan aksi tawar menawar antara pembeli dengan penjual, yang
pada akhimya ditetapkan suatu harga atas kesepakatan bersama. Ketetapan
harga itu pun atas persctujuan penjual. Jika penjual tidak sctuju dengan harga

yang ditawar oleh pembeli, maka transaksi penukaran uang tersebut tidak akan

12 Farhatin, Wawancara, Surabaya, 19 Desember 2010
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terjadi. Kesimpulannya, penetapan harga merupakan hak dari penjual. Tetapi ada

juga transaksi yang harga jual uangnya ditentukan oleh pembeli, seperti yang

diungkapkan oleh Farhatin berikut ini.

“Saya pernah menukarkan uang di Masjid Agung, sistemnya beda dengan
yang dilakukan di jalan Blauran dan Tugu Pahlawan. Kalau di Tugu
Pahlawan saya menukar Rp 100.000, harganya Rp 115.000, kadang juga
ditawar bisa jadi Rp 110.000. Scdangkan di Masjid Agung, saya diminta
untuk memberikan upah scikhlas saya,ya....saya kasih Rp 5.000 mbak, /2
wong ikhlasnya segitu.” !

Lain lagi dengan Sirajul Arifin, secorang Dosen Fakultas Syariah IAIN

Sunan Ampel. Beliau menyatakan sebagai berikut.

Saya termasuk salah scorang yang juga memanfaatkan jasa penukaran
uang di jalanan. Di manapun saya menukar, saya selalu mengatakan
bahwa, “saya tukar uang dan ini ada tambahan uang untuk saudara
sebagai upah lelah” walaupun pihak penjual memberikan batasan
tambahan vang, seperti tukar Rp 100.000. menjadi Rp 110.000 atau Rp
105.000."*

Terlepas dari bagaimana cara yang digunakan, menurut hasil data yang

penulis dapatkan, sebcnamnya penukaran uang ini memberikan manfaat bagi

sebagian besar masyarakat. Hal ini terbukti dengan semakin tingginya jumlah

penjual setiap tahunnya. Setiap tahun mencapai + 5% dari tahun sebelumnya.

Adapun manfaat yang diperoleh akan diuraikan sebagai berikut.

“Saya membutuhkan uang pecahan ini untuk keperluan di Hari Raya.
Keberadaan jasa penukaran uang di pinggir jalan ini sangat membantu
saya mendapatkan uang receh. Apalagi lokasinya sejalur dengan arah
saya menuju rumah,” ujar Rani, yang tinggal Simo Magersari.'’

“Transaksinya tidak repot. Di sini kita tidak diharuskan mengantri dan
turun dari kendaraan. Proscsnya juga sangat ccpat. Bahkan uang yang

B Ibid

" Sirajul Arifin (pembeli), Wawancara, Surabaya, 17 Maret 2011,
'* Rani (pembeli), Wawancara, Surabaya, 19 April 2011.
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ditukarkan tidak dibatasi,” ungkap Mila yang bckerja di salah satu
perusahaan swasta di Surabaya.'®

“Orang-orang lcbih memilih melakukan transaksi di pinggir jalan ini di-
sebabkan sisi praktisnya, mcngingat umumnya warga Surabaya tak
punya banyak waktu karena kesibukan mereka. Sehingga waktu mereka

ke bank menjadi tidak mudah. Terlebih pclayanan di bank memiliki
batasan waktu.”"’

Selain dilihat dari sisi manfaat, yang perlu digali lebih dalam adalah
mengenai tambahan pada penjualan uang yang dilakukan. Pihak yang lebih
merasakan akibat dari tambahan adalah para pembeli, karena penjual pasti
merasakan keuntungan. Dari data yang diperolch penulis, terdapat dua
pandangan mengenai tambahan ini. Ada yang merasa sah saja karcna dianggap
ganti jasa, ada yang mencrimanya dengan sctengah hati karena memang pada
dasarnya mereka terbantu., Berikut  adalah  uraiannya:dalam -bentule kutipan
langsung.

“Saya kan ikhlas tidak dipaksa, agar orang-orang ini tidak jatuh miskin,

anggap saja sedekah. Lagian saya juga merasa terbantu.”'?

“Soal tambahan, scbecnarnya ya keberatan, tapi mau bagaimana lagi,
daripada harus antri, mending bayar lcbih saja”'®

“Saya sudah menggunakan jasa penukaran uang ini sejak 10 tahun lalu.
Saya memang sengaja menukar uang dengan recehan yang masih baru
untuk diberikan kepada sanak saudara. Saya menukar uang pecahan dua

ribuan untuk keperluan Lebaran. Biarpun mahal, tapi jika harus antri
sendiri di bank, rasanya impas,” katanya Edi.?°

'¢ Jamila (pembeli), Wawancara, Surabaya, 19 April 2011.
17 Udin (pembeli), Wawancara, Surabaya, 17 Maret 2011.
'® Rizal (pembeli), Wawancara, Surabaya, 12 April 2011.
' Anas (pembeli), Wawancara, Surabaya, 27 Maret 2011.
™ Edi (pembeli), Wawancara, surabaya, 15 April 2011.
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Dari uraian wawancara di atas, menurut hemat penulis ada beberapa poin
penting dalam praktik penukaran uang baru menjclang lebaran yang dapat
disimpulkan dibawah ini:

1. Latar belakang melakukan transaksi penukaran vang
a. Penjual:

1) Faktor ekonomi

2) Keuntungan yang diperolch cukup banyak

3) Dijadikan pckcrjaan sampingan dcngan memanfaatkan momen

menjelang Icbaran
b. Pembeli:

1) Malas mengantri di bank

2) Sibuk dengan pckerjaan

3) Lcbih praktis dari pada di bank yang notabenenya mecmbutuhkan

prosedur yang rumit, dibatasi waktu dan dibatasi jumlah uang yang
ingin ditukarkan

4) Penjual uang ada di mana-mana
2. Cara mendapatkan uang scbagai modal penukaran uang

a. Uang pribadi
b. Meminjam vang kepada orang lain dengan bunga
c. Dari pengepul yang mempunyai jaringan di Bank Indonesia dengan

membayar uang tambahan 5% sctiap Rp 1.000.000
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3. Mekanisme transaksi penukaran uang
a. Menukarkan uvang dengan mcminta tambahan, umumnya 10%-20% dari
jumlah yang ditukar
Misalnya, pcmbeli menukarkan uang Rp 100.000 dengan
membayar Rp 110.000 atau Rp 120.000 pecahan kecil dalam bentuk baru.
b. Menukarkan uang dengan memangkas jumlah uang yang ditukarkan
Misalnya, pembcli menukarkan uang Rp 100.000, ditukar dengan
Rp 90.000 pecahan kecil dalam bentuk baru.
c. Menjelang H-7 lebaran, harga penukaran uang dinaikkan menjadi 20%-
30%.
Misalnya, pembeli menukarkan uang Rp 100.000, ditukar dengan
harga Rp 125.000 samapai Rp 130.000.
C. Persepsi Ulama tentang Praktik Penukaran Uang Baru Menjclang Lebaran

Praktik penukaran uang baru menjclang Icbaran ini menjadi perbincangan
yang hangat di sejumlah kalangan. Masih banyak perdebatan mengenai status hukum
untuk praktik ini. Pendapat ulama tentunya menjadi rujukan bagi masyarakat yang
masih bimbang dengan status hukum dari praktik penukaran uang baru ini.

Subyek yang mendominasi dalam penclitian ini adalah ulama kota Surabaya.
Terdapat pro dan kontra antara ulama ini mengenai status hukum dari penukaran
uang baru menjelang lebaran. Sejalan dengan tujuan penelitian ini, untuk
memperoleh deskripsi mengenai pendapat ulama tentang praktik penukaran uang

baru menjelang lebaran, maka pencliti melakukan wawancara dengan beberapa
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ulama di wilayah Kota Surabaya serta beberapa dosen Fakultas Syariah yang
berkompeten di bidang figih dan hadis.

Peneliti mengklasifikasikan hasil wawancara dengan ulama menjadi dua
golongan, yaitu ulama yang sctuju dan ulama yang tidak setuju dengan praktik
penukaran uang menjelang lebaran.

1. Ulama yang Setuju dengan Praktik Penukaran Uang
Ulama yang menyctujui praktik pcnukaran uang menjelang lebaran
mengemukakan alasan mercka untuk mendukung argumentasinya. Pendapat
ulama ini akan dideskripsikan olch penulis berikut ini:
a. KH. Afifun Nidhom

KH. Afifun Nidhom merupakan sckretaris eksekutif pada bidang
Maijelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (PWM Jatim).
Nidhom menyatakan bahwa penukaran uang yang dilakukan di luar bank ini
termasuk dalam transaksi jual jasa. Pihak pertama menyerahkan barang yakni
vang, sedangkan pihak lain menyerahkan imbalan sebagai kompensasi atas
kerja keras yang telah dilakukan oleh pihak pertama.

Tambahan dalam penukaran uang, scperti uang Rp 100.000, ditukar
dengan Rp 110.000, atau Rp 120.000, menurut Nidhom scbenafnya adalah
uang jasa, bukan riba karena dalam hal ini tidak ada yang dirugikan atau
terdzalimi. Sesuatu dikatakan riba jika didalamnya terdapat unsur tipuan
atau merugikan salah satu pihak. Saat dikaitkan dengan hadits Nabi saw yang

menyatakan bahwa penukaran yang dilakukan pada barang ribawi sejenis,
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maka harus dengan nilai dan kualitas sama, Nidhom dengan tegas
menyatakan seperti di bawah ini.

“Saya kira penukaran yang terjadi beberapa tahun belakangan ini,
merupakan penukaran yang sama-sama mendapatkan manfaat. Dalam
artian tidak merugikan salah satu pihak. Adanya Jika ada yang
mengharamkan penukaran ini dengan landasan hadits nabi, maka dia
tidak melihat peluang yang ada serta kondisi zaman yang sudah
berbeda.”?!

Nidhom juga menyatakan sebagai berikut.

“Zaman dulu umpama ada unta yang jelck ditukar dengan unta yang

baik, maka hukumnya sudah berbeda. Tetapi kalau kedua unta itu

dalam keadaan baik dan akan ditukar, pasti ada sesuatu. Karena buat
apa menukarkan sesuatu yang sama’ ungkapnya.

Dalam kaidah fighiyyah “hukum itu bisa berubah sesuai dengan
perubahan waktu dan. tempat, scpanjang tidak berfentangan dengan. /ima
prinsip dasar pada maqasid syariah.” Misalnya, dalam pandangan Syafi’i ijab
qabul harus diucapkan sccara jclas. Ada juga yang lcbih longgar yakni Hanafi
yang tidak perlu diucapkan jelas. Seperti saat kita melakukan jual beli di
swalayan, tidak mungkin harus saya jual dan saya beli, tetapi dengan
petunjuk harga pada barang, semua orang bisa langsung menuju ke kasir
untuk membayar.

“Jadi tidak ada alasan yang bisa menjadikan hukum dari penukaran

uang di jalanan ini sebagai sesuatu yang haram. Penukaran uang baru

itu kapn yang ditukarkan adalah bentuknya, dari pecahan besar ke
pecahan kecil, dari uang lama ke uang baru. Jadi diperbolehkan saja
asal niatnya saling menolong dan ridho. Apalagi bank sekarang

membatasi seseorang untuk melakukan penukaran uang dalam jumlah
tertentu, belum lagi antrian di bank juga sangat panjang, maka

21 Nidhom, Wawancara, Surabaya, 11 April 2011
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tambahan yang ada dianggap sebagai ganti karena telah bersusah
payah menjual. Orang-orang yang menjual uang itu bisa juga disebut
dengan makelar, scscorang yang membantu orang lain mencarikan
suatu barang yang diinginkan.” Ungkap Nidhom sebagai penutup
pembicaraan dengan penulis.”?

b. KH. Syamsuddin

Pada periode 2010-2015 mendatang, Majelis Tarjih Pengurus Wilayah

Muhammadiyah Propinsi Jawa Timur dipimpin oleh KH. Syamsuddin yang
juga scbagai dosen di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
Syamsuddin ditemui penulis di kediamannya pada hari rabu, tanggal 13 April
2011, dia mengungkapkan pendapatnya mengenai praktik penukaran uang di

Surabaya, scperti di bawah ini.

“Saya rasa, transaksi yang tcrjadi sekarang tidak mengarah ke jual
beli, Ketika saya akan membeli wang di jalanan itu, saya tidak
bermaksud untuk mcnjadikan uang sebagai alat komoditas yang
diperdagangkan. Seperti pada saat membeli beras, pasti karena
membutuhkan beras, karcna beras merupakan suatu komoditas.
Tetapi pada saat transaksi uang itu dilakukan, pasti pada saat
menjelang lebaran, jadi ada keterangan bahwa uang tersebut
digunakan untuk lebaran scbagai hadiah untuk keponakan atau
saudara-saudara yang lain. schingga tambahan yang dimaksudkan itu
adalah ongkos jasa menukar uang, hal itu tidak ada masalah”?

Menurut Syamsuddin, jika kita melihat transaksi di bidang

muamalah, hendaknya berangkat dari kaidah umum yaitu.

A AN G AN U4 R R LY T 3 LY

Artinya: "Hukum asal dari sesvatu (muamalah) adalah mubah sampai ada

dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau
mengharamkannya)'*

2 Ibid.

2 Syamsuddin, Wawancara, Surabaya, 13 April 2011.
 Imam As Suyuthi, dalam a/ Asyba’ wan Nadhoir. 43.



74

Membeli uang baru yang ada di jalan termasuk transaksi muamalah
yang hukum asalnya diperbolehkan. Untuk mengatakan tidak boleh mengenai
transaksi itu, harus ada dalil yang mengharamkannya. Artinya, jika nanti
ditemukan unsur adanya gharar (unsur menipu) dan mendzalimi satu sama
lain, maka hukumnya adalah haram.

“Masalah penukaran uang harus diposisikan secara jelas mengenai

tambahannya. Jika saya membeli uang Rp 100.000 dengan tambahan,

maka tambahan itu harus diposisikan apakah termasuk ongkos jasa
atau bagian dari transaksi penukaran. Jika termasuk bagian transaksi,
maka hukumnya haram, karcna tidak boleh menjual uang dengan
uang.”ungkapnya.®

c. KH. Ahmad Imam Mawardi

KH. Imam Mawardi merupakan pengasuh Pondok Pesantren Bustanul
Ulum Sumenep. Dia juga termasuk salah satu duscn Fakultas Syariah IAIN
Sunan Ampel Surabaya. Mawardi mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut.

“Praktik penukaran uang di jalanan mcrupakan penukaran uang dari

segi bendanya atau fisiknya, bukan nilainya. Jika dilihat dari hadits

Rasul SAW tcntang penukaran cmas dengan cmas yang harus

seimbang, itu dikarcnakan dulu banyak terjadi praktik

penggelembungan uvang. Di mana nilai alat tukamnya yang
diperebutkan untuk dinikmati pribadi.”*®

Konteks sekarang, tukar vang yang dilakukan adalah fisiknya, yakni

menukar dengan uang recch. Kedua pihak saling diuntungkan yakni, pihak

» Syamsuddin, Wawancara, Surabaya, 13 April 2011
% Imam Mawardi, Wawancara, Surabaya, 09 April 2011
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pembeli mendapat manfaat dari uang receh untuk dibagikan dan dimudahkan

penukarannya, sedangkan penjualnya mendapat manfaat dari upah jasanya.

“Kalau tidak ada yang mcrasa dirugikan, kenapa mesti dikatakan
haram? Bahkan pembeli merasa terbantu. Urusan selesai. Islam kan
fleksibel, tidak usah dipersulit /ah....""’

KH. Ahmad Faishol Haq

KH. Ahmad Faishol Haq seorang Dckan Fakultas Syariah IAIN Sunan

Ampel. Dia juga salah satu anggota komisi fatwa MUI Jawa Timur. Penulis
memasukkan pandangan Faishol dalam katcgori ulama pro terhadap praktik
penukaran uang menjclang lebaran, karena dia mengungkapkan sisi lain dari
penukaran yakni sebagai kebiasaan masyarakat menjclang lebaran, walaupun
sebenarnya dia membenarkan alasan pengharaman. Pendapat Faishal akan

diuraikan di bawah ini.

“Jika dikategorikan tukar menukar, maka barang ribawi yang scjenis
tidak boleh minta tambahan. Jika dikategorikan dalam a/-sarf (jual
beli valas), maka tidak termasuk a/-sarf, karena al-sarf lebih dikenal
dengan jual beli mata uang. Jika dihubungkan dengan jjarah dengan
alasan scorang pembeli memberikan upah kepada penjual karena
telah mengantri di bank untuk menukarkan uang. Schingga Rp
100.000 dibayar dengan Rp 110.000/ Rp 120.000, padahal sebenarnya
tidak seperti itu konsep sjarah.

Dalam hal ini yang paling mendekati dengan transaksi penukaran
uang agar tidak menjadi haram adalah transaksi fjarah. Akan tetapi,
dalam jjarah harus ada akad untuk mengupah orang, di mana akad itu
diucapkan di awal sebelum pekerjaan dimulai. Sedangkan transaksi
uang yang terjadi di lapangan adalah akad pengupahan tidak ada.
Sehingga wajar jika ulama menghukumi transaksi ini sebagai
transaksi yang haram.”?®

27 Ibid,

28 Faishal Haq, Wawancara, Surabaya, 06 Juni 2011.
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Walaupun Faishol membenarkan tentang kcharaman transaksi ini,
akan tctapi dia mcnyarankan agar Icbih berhati-hati dalam mencntukan
hukum penukaran uang. Mcnurut Faishal, penukaran ini menjadi suatu
kebiasaan di kalangan masyarakat yang apabila tiba-tiba diharamkan
tentunya menimbulkan kckecewaan.

“Untuk itu jangan gegabah dalam men-jusifikasi apapun sebagai
sesuatu yang haram, apalagi transaksi ini terjadi hanya pada waktu-
waktu tertentu saja, menjelang lebaran. kalau sudah seperti itu, bisa
saja dimasukkan dalam adat (‘urf). Bagi orang yang ridho dengan
transaksi itu, dia akan menganggap pekerjaan itu memang layak untuk
diupah.”29

“Dari sekian banyak sumber, memang transaksi penukaran ini tidak

diperbolehkan, akan tetapi karena hal ini sudah menjamur di

masyarakat, makanya mcreka sudah ridho. Jadi paling aman adalah

meluruskan transaksi ini, dengan cara tetap memberikan upah tapi atas
kehendak pembeli. Pembeli juga harus mengetahui berapa upah pada
umumnya, agar bisa berlaku adil terhadap penjual.”*
2. Ulama yang Tidak Setuju terhadap Praktik Penukaran Uang
Selain ulama yang menyetujui praktik penukaran uang menjclang Icbaran,
sebagai penyeimbang terdapat pula ulama yang tidak setuju. Termasuk dalam
ulama yang tidak setuju adalah ulama yang dengan tegas menyatakan bahwa

praktik penukaran uang ini hukumnya haram. Selanjutnya akan diuraikan di

bawah ini.

B Ibid.
 Ibid.
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a. KH. Syaiful Anam

KH. Syaiful Anam adalah wakil kctua Majelis Tarjih pada Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah Jawa timur (PWM Jatim). Ditemui pada hari
selasa, tanggal 19 April 2011 di Kantor Rektorat IAIN Sunan Ampel
Surabaya. Syaiful yang juga merupakan pcmbantu rektor III ini menyatakan
bahwa praktik penukaran uang yang terjadi selama ini di jalanan merupakan
praktik riba, karena dalam prinsip hukum Islam jika melakukan penukaran
pada enam hal yaitu: emas, perak, gandum, kurma, gandum merah, dan
garam, tidak diperbolchkan dengan Icbihan atau selisih, artinya harus
seimbang atau sama kualitasnya. Lebih lengkap penulis akan mencantumkan
hasil wawancara di bawah ini.’'

“Penukaran uang baru menjclang lebaran merupakan jual beli vang.

Jual beli uang sama dengan jual beli cmas dengan emas, karena pada

zaman Nabi SAW. dahulu cmas mcrupakan alat tukar, makanya

penukaran harus dilakukan dengan seimbang antara satu dengan
lainnya jika scjcnis. Jadi kalau ingin menukar uang Rp 100.000 harus

dengan Rp 100.000 kalau tukar Rp 200.000 juga harus Rp 200.000,

bukan dengan minta lebihan menjadi Rp 110.000 atau bahkan sampai

Rp 130.000.”

Syaiful menambahkan bahwa hukumnya bolch jika dilakukan seperti
ini. “mbak saya tukarkan uang Rp 100.000 ini, tapi tolong saya diberi
tambahan untuk kerja saya, terserah berapa.” Hal ini baru diperbolehkan
karena tidak memaksa pembeli. Akad yang seperti ini baru bisa dikatakan

sebagai akad tabarru’ (tolong menolong), karena tidak ditentukan langsung

berapa harganya.

*! Syaiful Anam, Wawancara, Surabaya, 19 April 2011.
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“Akad nikah saja apabila ditentukan batas waktunya menjadi tidak
sah, seperti aku menikah denganmu sampai tahun depan, dengan
mahar sekian. Maka akad tersebut tidak sah dalam hukum I[slam.”*2

b. KH. Abdurrahman Navis
KH. Abdurrahman Navis adalah sosok yang cukup berpengaruh di
lingkungan MUI Jawa Timur. Navis merupakan Ketua Komisi Fatwa MUI
Jatim. Selain itu dia juga scorang doscn di IAIN Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Tarbiyah. Navis senada dengan Syaiful yang menyatakan bahwa
praktik pcnukaran uang di jalanan jelas riba hukumnya. Lebih lengkapnya,
seperti ini kutipan wawancara yang ditulis olch penulis.>
“Penukaran uang mcrupakan penukaran yang dilakukan antara uang
dengan uvang yang ada tambahannya. Misalnya, Rp 100.000 ditukar
dengan Rp 90.000, Rp 100.000 dengan Rp 110.000. berarti itu sama
dengan bai’(jual) uang dengan uang dan dilebilikan dengan uang juga
(10.000/20.000).”
Praktik sepeti itu harus dilihat akadnya.**
1. Jika ditukar dengan uang dengan kelebihan yang ditentukan oleh pihak

penjual yang mempunyai uang rcech, ini berarti menukar uang dengan

kelebihan. Hal seperti ini yang dinamakan riba. Dasar hukumnya adalah.

s ©

s oS s - . ¢
L 58 Aaile i (gl 3 (K

“Segala kelebihan yang terjadi pada jual beli atau utang piutang adalah

riba "%
%2 Ibid.
*> Abdurrahman Navis, Wawancara, Surabaya, 13 April 201 1.
34 .
Ibid.

% Muhammad Yasir (terj.), Ringkasan Kitab al-Umm (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 15.
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Penukaran uang seperti itu bukan termasuk jasa, tetapi jual beli
uang karena kclcbihannya ditcntukan oleh pihak penjualnya bukan
pcnukaran. Kalau memang itu penukaran uang harusnya Matsalan bi
Matsalin (sepadan), dan pada kenyataannya penukaran yang terjadi itu
tidak sepadan, itulah yang dinamakan riba.

2. Halal hukumnya jika tukar menukar itu dilakukan dengan cara tukar Rp
100.000 dengan Rp 100.000, dan kclcbihannya ditentukan olch pihak
penukar (pembeli). Yang berwcnang memberikan upah adalah pihak
penukar (pembeli), bukan pihak penjual. Misalnya, si A menyuruh B
untuk menukarkan uang ke bank. Sctelah ditukarkan, A memberikan upah
kepada B sebagai pengganti biaya transportasi, dll.

Kebanyakan penukaran yang berlaku di Tugu Pahlawan itu uang ganti
tenaganya ditentukan olch penjual, ada juga yang dilakukan dengan cara
tawar menawar. Hal itu berarti yang mencntukan penjual, bukan pembeli dan
itu tandanya bukan jasa akan tetapi jual beli yang tidak ada unsur matsalan bi
matsalin (sepadan), tetapi adanya kelebihan atau tambahan. Kelebihan itulah
yang dinamakan riba.

Bukan masalah faktor dari Hadits atau al-Qur’annya, akan tetapi dari
faktor akadnya yang berbeda. Jika itu diakadkan dengan yang menentukan
upah adalah penjual maka itu riba, tctapi jika tukar menukar itu dilakukan
dengan matsalan bi matsalin, dan pihak pcnukarnya memberi imbalan, itu

bukan riba.
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“Penukaran uang ini bukan terletak pada umsur juragan dengan
bawahan yang terdapat ikatan pekerjaan, bukan masalah ujrotul amal,
akan tetapi masalah penukaran uang dengan uang. Seperti, kita
menyuruh orang untuk membeli scsuatu, kemudian kita beri hadiah
sebagai imbalan atas pckerjaannya. Diisyaratkan dalam sabda Nabi
Shallallahu ‘alahi wa sallam:

| 5038 Wy By Wia ) (35,5750 (557505 3L L ) ghas U
G 8 5al e Wil 21 gl U il Jle Giid

el )l Kl

Artinya: Janganlah emas ditukar dengan cmas, perak dengan perak, kecuali
hanya boleh dilakukan bila sama ukuran/beratnya. Jangan kalian
pisahkan salah satu di antaranya, dan jangan kalian menjual yang
belum ada dengan yang sudah ada. Karena aku khawatir kalian
melakukan rama’’®

Manfaat yang timbul akibat penukaran uang, seperti sama-sama
diuntungkan itu terjadi jika akad yang dilakukan sah. Jika akad yang
dilakukan tidak sah, maka tidak ada manfaat dalam transaksi ini. Misalnya,
suap menyuap. Transaksi ini juga saling menguntungkan, tetapi karena dari
awal hukumnya haram, hasilnya tctap haram. Sccara syar’i manfaat itu akan
menjadi salah jika berangkat dari akad yang salah.

“Jika penukaran uang ini dipcrbolehkan dengan alasan anta radhin
(Suka sama suka), kita ambil saja contoh praktik di Dolly. Pihak
yang bertransaksi di Dolly juga sama-sama saling diuntungkan,
apakah kemudian jadi halal? Bukan seperti itu. Jadi, suatu transaksi
dikatakan halal jika akad yang dilakukan dengan cara yang benar.
Walaupun transaksi yang dilakukan bermanfaat, akan tetapi akadnya
salah, tetap tidak bisa dibenarkan. Walaupun pembelinya ikhlas
memberikan tambahan k¢ penjual, akan tetapi yang menentukan
adalah penjual, tetap salah dilihat dari segi akadnya.”*’

% Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya III : 4.
37 Abdurrahman Navis, Wawancara, Surabaya, 13 April 2011.
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KH. Imam Suhadak

KH. Imam Suhadak adalah salah satu Pcngurus Wilayah Nahdlotul
Ulama Jawa Timur. Beliau menjabat scbagai Sckretaris Bahtsul Masail
PWNU Jatim. Seperti dua ulama di atas, gus Hadak, panggilan akrab dari
Imam Suhadak ini juga menyatakan bahwa penukaran uang ini hukumnya
haram. Perlu adanya perbaikan pemahaman mengenai transaksi ini.
selanjutnya gus Hadak ini menyatakan sebagai berikut:*®

Fiqih merupakan politik, artinya urusan-urusan dhohir (kasat mata)
yang menjadi kajian figih, scdangkan urusan batin adalah urusan tasawuf.
Makanya fiqih itu bisa berbcda antar imam madzhab.

Asal mula jual beli adalah anta rodin (saling ridho). Untuk menuju
arti saling ridho, para imam madzhab berbeda pendapat, dan dalam hal ini
Imam Syafi’i yang paling hati-hati.

“Saling ridho artinya tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada

yang saling dikeccwakan. Untuk menuju pada hal yang tidak

merugikan dan tidak ada yang dikeccwakan ini melalui proses yang
panjang, diantaranya barang harus jelas, akad harusnya jelas, ada
penjual ada pembeli, dan bagaimana proses penukarannya. Sehingga

Imam Syafi’i dalam Kitab Fathul Qarib tidak boleh menjual emas

dengan emas, (&R LAY &4 13533 ¥). Jika cmas dibeli dengan emas

pasti ada yang dirugikan, karena ada yang membutuhkan salah satu,
ada motif tersendiri. Ini mcnyalahi aturan anta radhin, makanya

Imam Syafi’i sangat berhati-hati. Ketika uang Rp 100.000 ditukar

dengan Rp 100.000 maka hukumnya boleh, tetapi jika tukar Rp

100.000 mendapat Rp 90.000 atau tukar Rp 100.000 dibayar Rp
110.000 ini yang tidak boleh.”*

% Imam Suhadak, Wawancara, Surabaya, 21 April 2011

% Ibid.
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Solusinya, scharusnya tukar Rp 100.000 tctap dapat Rp 100.000,
kemudian pembeli memberi ongkos, “ini jasa anda karena sudah menukar di
bank, mungkin untuk biaya transportasi atau antri.” Inilah figih, yang di
dalamnya terdapat istilah khilah (siasat) pada figih, sesuatu yang bisa
disiasati. Kctidakbolchan transaksi penukaran uang ini karcna jumlahnya
dilebihkan. Upah bolch ditentukan olch pekerja jika penentuan upah
dilakukan scbclum pekerjaan dilaksanakan. Jika ditentukan setelah pekerjaan
dilakukan, maka yang berhak menentukan adalah bosnya.

“Contoh lain adalah, jual beli yang dilakukan oleh penduduk desa

yang belum mengcetahui harga pasar. Saat orang desa hendak menjual

barangnya ke kota, di tengah jalan dibeli oleh seseorang dengan harga

di bawah (murah) standar penjualan kota. Transaksi seperti ini tidak

diperbolehkan karena nantinya akan ada pihak yang merasa dirugikan
vaitu penjual (orang desa).”*"

Analogi dari pertukaran ini adalah transaksi yang dilakukan oleh
rentenir. Utang Rp 100.000, dibayar Rp 110.000. Pada transaksi itu sama-
sama merasa diuntungkan, dan sama-sama mcndapat manfaat. Pihak pemberi
utang mendapat keuntungan dari tambahan, pihak yang diberi utang
mendapat pinjaman uang. Akan tctapi hal ini tidak diperbolchkan dalam
islam, karena ada pihak yang sebenamnya dirugikan. Kecuali jika tambahan
itu tidak disebutkan dalam akad, maka hal itu diperbolehkan.

G 56 B a3 LK

Artinya: “Setiap pinfaman yg membawa kcuntungan adalah riba.”®

“ 1bid,

! Muhammad Yasir (terj.), Ringkasan Kitab al-Umm (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 15
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Dari uraian antara ulama yang setuju dan yang tidak setuju dengan

praktik pcnukaran uang menjclang lebaran di atas, dapat disimpulkan

beberapa prinsip dasar yang menjadi alasan dalam argumentasi ulama sebagai

berikut:

1

2)

Alasan ulama yang setuju

a) Praktik penukaran uang menjclang lebaran di jalan merupakan praktik
jual jasa bukan jual uang, karcna yang dijual adalah tcnaga scseorang
untuk menjajakan uang.

b) Tambahan yang diminta olch penjual adalah suatu hal yang wajar,
karena penjual sudah bersusah payah mengantri di bank dan
menjajakan uang di jalan. Jadi uang tambahan tersebut adalah bentuk
dari upah lelah.

c) Yang dijual bukan nilainya, tetapi bentuknya. Dari bentuk uang lama
ke bentuk uang baru.

d) Pihak yang bertransaksi saling mendapatkan manfaat dan tidak ada
yang merasa dirugikan.

Alasan ulama yang tidak setuju

a) Penukaran uang menjelang lebaran di jalan termasuk dalam transaksi riba
karena menukarkan uang (barang ribawi) yang sejenis dengan ada
tambahannya (tidak scimbang).

b) Tidak semua yang mengandung unsur anta radhin dihalalkan

¢) Penentuan upah dilakukan setelah pckerjaan dilakukan

d) Ada pihak yang mcrasa dirugikan



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN ULAMA
TENTANG PRAKTIK PENUKARAN UANG BARU MENJELANG
LEBARAN DI KOTA SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam tcrhadap Pandangan Ulama tentang Praktik Penukaran
Uang Baru Menjelang Lebaran

Sesuai dengan kaidah umum muamalah yang diungkapkan di bab
sebelumnya, praktik penukaran uang mcrupakan bagian dari muamalah yang
hukum asalnya diperbolehkan. Hal itu diperbolehkan karena tidak ada nash yang
secara khusus melarang praktik pcnukaran uang menjelang lebaran tersebut.
Larangan yang ada hanyalah mengungkap transaksi penukaran barang ribawi
yang harus dilakukan secara seimbang dan kontan.

Berawal dari pro dan kontra di antara ulama yang telah dijclaskan pada
bab sebelumnya (bab iii) penulis menggunakan teori yang telah dijclaskan dalam
bab sebelumnya (bab ii), untuk menulusuri status hukum praktik penukaran uang
dalam hukum Islam.

Merujuk kepada pendapat ulama yang sctuju yang mengatakan bahwa
transaksi penukaran uang ini membawa manfaat satu dengan yang lain. Pihak
pembeli mendapat manfaat berupa uang recch dengan kondisi baru tanpa perlu

antri yang panjang, scdangkan pcnjual mendapatkan kcuntungan dari

84
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penjualannya yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Data pendapat ulama tersebut dituangkan sebagai berikut.
“...Transaksi yang tcrjadi sckarang tidak mengarah ke jual beli. Ketika
saya akan membeli uang di jalanan itu, saya tidak bermaksud untuk
menjadikan uang sebagai alat komoditas yang diperdagangkan. Seperti
pada saat membeli beras, pasti karena membutuhkan beras, karena beras
merupakan suatu komoditas. Tctapi pada saat transaksi uang itu
dilakukan, pasti pada saat menjclang lcbaran, jadi ada keterangan bahwa
uang tersebut digunakan untuk lebaran scbagai hadiah untuk keponakan
atau saudara-saudara yang lain. sehingga tambahan yang dimaksudkan
itu adalah ongkos jasa menukar uang, hal itu tidak ada masalah”!
“Kalau tidak ada yang merasa dirugikan, kenapa mesti dikatakan haram?
Bahkan pembeli merasa terbantu. Urusan selesai. Islam kan flcksibel, tak

usah dipersulit /a4...."

Islam memang agama yang fleksibel dan selalu menjunjung tinggi
kesejahteraan umat. Kescjahtcraan yang dimaksud adalah kondisi idecal yang
dicapai oleh manusia yang diperoleh dari suatu manfaat. Manfaat yang timbul
dari praktik penukaran uang menjelang lebaran ini berlaku untuk kedua belah
pihak yang terkait. Data yang dimaksud adalah scbagai berikut.

"Jualan uang pccahan ini untungnya bcsar karcna adanya satu tahun

sekali yaitu pas lebaran saja. Saya saja sctiap menjual uang pecahan ini

bisa mendapat untung hingga Rp 4 juta,” katanya.’

! Syamsuddin (ulama), Wawancars, Surabaya, 13 April 2011,
? Imam Mawardi (ulama), Wawancara, Surabaya, 09 April 2011
* Adi (penjual), Wawancara, Surabaya, 4 Maret 2011.
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“Saya membutuhkan uang pecahan ini untuk keperluan di Hari Raya.
Keberadaan jasa penukaran uang di pinggir jalan ini sangat membantu
saya mendapatkan uang recch. Apalagi lokasinya sejalur dengan arah
menuju rumah,” ujar Rani, yang tinggal Simo Magersari.*

“Transaksinya tidak repot. Di sini kita tidak diharuskan mengantri dan
turun dari kendaraan. Prosesnya juga sangat cepat. Bahkan uang yang
ditukarkan tidak dibatasi,” ungkap Mila yang bekerja di salah satu
perusahaan swasta di Surabaya.’

“Orang-orang lebih memilih mclakukan transaksi di pinggir jalan ini di-
sebabkan sisi praktisnya, mengingat umumnya warga Surabaya tak
punya banyak waktu karcna kesibukan mercka. Sehingga waktu mereka
ke bank menjadi tidak mudah. Terlebih pelayanan di bank memiliki
batasan waktu.™

“....soal tambahan anggap saja scdekah. Lagian saya juga merasa

terbantu.”’
Pendapat ini dikuatkan olch firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah

ayat 2 yang berbunyi:

Le .

« HA TR I I DR PRI PN S - L P R
o5l BT e 14505 N5 o505 T Je 1450535

Artinya : “..Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan
Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...” (Q.S.

Al Maidah:2)*

4 Rani (pembeli), Wawancara, Surabaya, 19 April 2011.

3 Jamila (Pembeli), Wawancara, Surabaya, 19 April 2011.

¢ Udin (Pembeli), Wawancara, Surabaya, 17 Maret 2011.

7 Rizal (pembeli), Wawancara, Surabaya, 12 April 2011.

8 Departemen Agama Rl, Mushaf al-Quran Terjemah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 84.
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Sedekah dalam transaksi ini diartikan olch pembeli dalam bentuk
pemberian uang tambahan pada penukaran. Scperti, uang Rp 100.000 ditukar
dengan Rp 105.000 sampai Rp 120.000. Tambahan ini dijadikan upah lelah untuk
penjual yang susah payah mengantri di bank berjam-jam dan menjajakannya di
jalanan.

Selain ulama yang sctuju tcrhadap praktik penukaran ini, terdapat juga
ulama yang tidak sctuju dan mcnolak jika tambahan terscbut dianggap scbagai
upah, ulama kontra menolak jika tambahan terscbut dianggap scbagai upah.
Menurut mereka, yang berhak menentukan upah adalah pemberi pekerjaan,
dalam hal ini adalah pembeli. Sedangkan pada kenyataannya, yang menentukan
besarnya upah adalah penjual. Data mengenai ulama tersebut sebagai berikut.

“.....Kebanyakan penukaran yang berlaku di Tugu Pahlawan itu uang

ganti tenaganya ditentukan oleh penjual, ada juga yang dilakukan dengan

cara tawar menawar. Itu berarti yang menentukan penjual, bukan
pembeli, tandanya bukan jasa akan tetapi jual beli dan tidak ada unsur

Matsalan bi Matsalin (scpadan), tetapi adanya kelebihan atau tambahan.

Kelebihan itulah yang dinamakan riba.”

Ulama yang kontra mengatakan bahwa transaksi penukaran uang ini
adalah riba dengan alasan penukaran barang ribawi yang sejenis dengan

tambahan yang scharusnya ditukar dengan scimbang. Seimbang nilainya,

seimbang takarannya, dan atau secimbang kualitasnya.

® Abdurrahman Navis, Wawancara, Surabaya, 13 April 2011
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“Penukaran uang baru menjclang Icbaran merupakan jual beli uang. Jual

beli uang sama dengan jual beli emas dengan emas, karena pada zaman

Nabi dahulu emas merupakan alat tukar makanya harus seimbang. Jadi

kalau ingin menukar uang Rp 100.000 harus dengan Rp 100.000 bukan

dengan cara menentukan di awal.”'®

Terlepas dari pro dan kontra ulama, dalam Hukum Islam penjelasan
tentang tata cara penukaran dalam cnam komoditi yang disebut barang ribawi,
meliputi: emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam harus dilakukan sccara
seimbang jika scjenis dan harus dilakukan sccara kontan.

Menurut jumhur (mayoritas ulama), riba juga berlaku pada sclain enam
komoditi tadi. Komoditi lain berlaku hal yang sama jika memiliki kesamaan
llah (alasan), Namun, para ulama berselisih mengenai apa. 4/ak dari masing-
masing komoditi. Ada pendapat yang mcngatakan bahwa alasan berlakunya riba
pada emas dan perak adalah karcna keduanya ditimbang, sedangkan empat
komoditi lainnya seperti gandum, jagung, kurma, dan garam adalah karena
ditakar. Jadi setiap barang yang ditimbang dan ditakar, berlaku hukum riba fadhl.
Inilah pendapat Hanafiyah dan Hambali.''

Pendapat yang lain yaitu Malikiyah yang mengatakan bahwa alasan
berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya merupakan alat

tukar jual beli, sedangkan empat komoditi lainnya adalah karena sebagai

makanan pokok yang dapat disimpan. Jadi sctiap barang yang memiliki

19 Syaiful Anam, Wawancara, Surabaya, 19 April 2011/
" Lihat A/ Mughni,7, 495.



89

kesamaan seperti makanan pokok yang dapat disimpan berlaku hukum riba fad/
semacam beras dan sagu.'’ Ulama Syafi’iyah scpendapat dengan ulama
Malakiyah bahwa alasan berlakunya riba pada cmas dan perak karena keduanya
merupakan alat tukar jual beli.

Jika emas dan perak termasuk dalam katcgori barang ribawi karena
termasuk alat tukar jual beli, maka uang juga tcrmasuk barang ribawi karena
persamaan i//amya. Artinya, hukum yang sama akan diberlakukan pada cmas,
perak, dan uang. Hukum yang dimaksud adalah apabila dari ketiga benda di atas
ditukar dengan scjenisnya, maka jumlahnya harus sama, karena bila tidak
seimbang maka hukumnya riba. Alasan diberlakukannya riba pada pertukaran
barang ribawi sejenis, karena dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak.

Telah dijelaskan pada awal bab iv ini, bahwa Islam memang fleksibel
dalam memahami kesejahteraan umat, tetapi tanpa mengabaikan syariat Islam.
Kesejahteraan yang tidak menyimpang dari Syariat Islam yang dimaksudkan
yaitu tidak berbuat dzalim terhadap sesama. Sedangkan dalam praktik penukaran
ini, sebagian dari pihak yang terlibat mcnyatakan keterpaksaannya dan
sebenarnya ada yang dirugikan dengan tambahan yang ditawarkan penjual.
Penulis menemukan beberapa pembeli yang sebenarnya keberatan dengan

tambahan tersebut, berikut ini datanya.

' Lihat Tbn Rusyd, Bidayatul Mujtahid , Jiid IV (Beirut: Darl Fikr, T.th), 182-183.
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“Soal tambahan, sebenarnya ya keberatan, tapi mau bagaimana

lagi, daripada harus antri, mending bayar lebih saja”'?

“Saya sudah menggunakan jasa pcnukaran uang ini sejak 10

tahun lalu. Saya memang scngaja menukar uang dengan recehan

yang masih baru untuk diberikan kepada sanak saudara. Saya

menukar uang pecahan dua ribuan untuk keperluan lebaran.

Biarpun mahal, tapi Aiika harus antri sendiri di bank, rasanya

impas,” katanya Edi.'

Pernyataan di atas merupakan fakta yang bisa dijadikan salah satu scbab
dikenakannya hukum riba. Scsuai dengan teori jual beli, salah satu jual beli yang
dilarang adalah perdagangan yang melanggar prinsip /2 tazlimina wa 3
tuzlamun (tidak saling mencclakakan). Perdagangan yang mengandung prinsip
saling mencelakakan (dza/im) merupakan praktik dari riba.

Sebagian pembeli menyatakan bahwa mereka ikhlas dengan alasan
membantu penjual dan menganggap tambahan pada penukaran uang adalah

sedekah. Pcrnyataan di atas dijawab olch Allah SWT dalam al-Qur’an surat ar-

Rum ayat 39 berikut ini.

Zr e 2 5o G t 4, . "
355 o a0tz Uy Al Jue 1937 o e

'* Anas (pembeli), Wawancars, Surabaya, 27 Maret 201 1.
" Edi (pembeli), Wawancara, surabaya, 15 April 2011
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Artinya: “Dan scsuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah
pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.
dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk
mencapai keridhaan Allah, maka (vang bcrbuat demikian) itulah
orang-orang yang mclipat gandakan (pahalanya).””

Jika diniati dengan sedckah, pcrmasalahan riba bukan berarti selesai.
Suatu kemaksiatan itu sama sekali tidak dapat berubah dari kedudukannya
sebagai kemaksiatan sckalipun discrtai niat baik. Artinya, kemaksiatan itu tidak
dapat menjadi kctaatan hanya discrtai nia. Misalnya, scscorang yang mengumpat
orang lain dengan niat untuk mcnjaga hati sahabatnya agar tidak tcrsinggung
atau sescorang yang berscdckah dengan harta haram, hukumnya tidak akan
berubah, tetap sebagai kemaksiatan.'® Hal itu sama halnya dengan ikhlas dalam
memberi sedekah. Ikhlas adalah perkara hati yang tidak cukup hanya diucapkan
lewat mulut saja.

Ada juga yang menanggapi masalah kezhaliman, seperti ungkapan
Nidhom salah satu ulama yang setuju tcrhadap praktik penukaran uang
menjelang lebaran, berikut ini adalah komentamnya.

“Bagaimana hal ini bisa dikatakan sebagai kezhaliman, padahal orang ini

sudah rela dengan kesepakatan yang terjadi untuk membayar dengan

sejumlah kelebihan tertentu?”!?

18 Departemen Agama Rl, Mushal al-Quran Terjemah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 647.
' Moh. Abdai Rathomy, /hya’ Ulumuddin (terj.) (Bandung: CV. Diponcgoro, 1975), 969.
' Nidhom, Wawancara, Surabaya, 11 April 2011,
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Untuk menjawab komentar di atas bisa ditinjau dari dua sisi. Pertama,
harus dipahami hakikat kezhaliman yang ada dalam penukaran uang yaitu
mengambil harta tanpa alasan yang dipcrbolehkan syariat. Seseorang yang ingin
menukarkan uangnya yang scharusnya di bank memperolch nominal yang sama,
di jalan harus memberikan tambahan dari nominal yang ditukar. Tambahan itu
akan semakin dinaikkan saat Icbaran sudah secmakin dekat. Data mengenai harga
penukaran yang semakin dinaikkan saat Icbaran scmakin dckat adalah scbagai
berikut.

“Selama pekan pertama dan kedua Ramadan, rata-rata saya mengambil
keuntungan 10%. Jadi untuk penukaran senilai Rp 100.000, pembeli
harus mengeluarkan uvang Rp 110.000. Saat mendekati lebaran,
keuntungan yang diambil lebih tinggi hingga Rp 15.000-Rp 25.000 per
penukaran Rp 100.000. Karena modal saya berbunga, saya juga meminta
lebih ke pembeli,” katanya.'®

Mengambil tambahan dari jumlah yang semestinya ia ambil adalah
kezhaliman. Seharusnya harta yang berhak diambil oleh penjual hanya modal
mereka saja, seperti penjelasan pada potongan ayat /a2 fakum ru'usu amwalikum
(bagimu modal-modal kamu) (QS 2:279). Artinya, yang berhak mereka (penjual)
peroleh kembali hanyalah modal-modal mercka.

Jawaban kedua, pada dasarmya pembeli merasa terpaksa untuk

memberikan tambahan yang diminta penjual karcna pembeli khawatir tidak akan

diberikan uang receh. Daripada harus mengantri, pembeli lebih memilih

'® Munirkan (penjual), Wawancara, Surabaya, 1 April 2011.
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membayar lebih untuk mecnukar uang. Orang yang berakal tidak akan ridha
dengan kewajiban membayar uang yang berlipat ganda tanpa alasan yang
memaksa. Alasan yang memaksa biasanya terjadi pada saat tujuh hari menjelang
lebaran. para penjual menjual uangnya tanpa bisa ditawar lagi, malah harga akan
dinaikkan. Pembengkakan harga jual ini dipicu dengan semakin tingginya
permintaan dari para pembeli. “Kalau sudah kepepet, walaupun mahal pasti
dibeli kan mbak...??” kata Sholihin."

Keridhaan yang ada dalam diri scseorang harus sesuai dengan 'syariat.
Bila syariat melarang, maka kerclaannya tidak memiliki arti. Dapat dikatakan
juga bahwa penjual atau pembeli tclah berbuat zhalim kepada dirinya sendiri,
karena hakikatnya ia telah mclemparkan dirinya kepada kebinasaan dan azab
akhirat, karena dengan sengaja tclah melakukan apa yang diharamkan oleh Allah
Subhanahu wa Ta’ala.

Sesuai dengan tcori yang berkembang bahwa riba nasi’ah merupakan riba
yang sudah jelas keharamannya karcna akan merusak sendi-sendi ekonomi dan
tata hidup manusia. Kerusakannya adalah menjauhkan umat manusia dari sifat
saling menolong, saling menghormati, dan perasaan berhutang budi. Sedangkan
gambaran kezhaliman pada praktik pcnukaran uang menjelang lcbaran ini sangat
jelas dalam praktek riba fad/ dan diharamkan sebagai upaya menutup akses

menuju riba nasi’ah.

1% Sholihin (penjual), Wawarncars, Surabaya, 12 april 2011.
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Selain itu cara penjual mendapatkan uang receh juga ada yang melalui
rentenir yang jelas diharamkan oleh Islam karena termasuk dalam kategori
praktek riba nasi’ah. Data mengenai rentenir scbagai berikut.

“Untuk modal, saya harus pinjam ke teman saya dengan bunga 2,5% atau

Rp 25 ribu tiap satu jutanya. Sedangkan untuk mendapatkan uang baru

dari pengepul yang mempunyai jaringan di BI, saya juga harus membayar

uang tambahan Rp 50 ribu atau 5% setiap Rp 1 juta. Biaya bunga dan
operasional tersebut tidak menjadi masalah karcna akan dibebankan ke
pembeli” katanya.?

Pendapat ulama yang kontra mengcnai status praktik penukaran uang
menjelang Icbaran ini didukung olch hukum Islam. Mcnurut hemat penulis,
Hukum Islam melarang praktik ini dengan alasan scbagai berikut.

1. Hadits Nabi SAW yang menjclaskan tentang tata cara penukaran barang
ribawi sejenis yang harus scimbang nilainya atau kualitasnya. Sedangkan
penukaran uang menjelang lebaran ini tidak seimbang.

2. Dalam syarat-syarat khusus jual beli barang ribawi, disyaratkan adanya
persamaan jumlah antara kedua mata uang dan keharuasan menghindari
kemungkinan terjadinya riba.

3. Ada yang merasa dirugikan walaupun hanya secbagian kecil yang
mengatakannya. Akan tetapi sebenamnya masyarakat jauh lebih suka jika
penukaran itu dilakukan dengan jumlah yang seimbang. Dengan sendirinya

mercka akan merasa ditolong dan mcmberikan upah menurut kehendak

mereka.

2 Munirkan (penjual), Wawancara, Surabaya, 1 April 2011.
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4. Dikhawatirkan menjadi sesuatu yang dipermainkan. Artinya, tambahan
dalam penukaran selalu dinaikkan dua kali lipat pada saaat lebaran sudah
semakin dekat. Jadi bukan karena tambahan itu dijadikan upah penjual, tetapi
sebagai keuntungan yang dipecrolch dengan memanfaatkan kondisi pembeli
yang semakin terdesak.

5. Kehabisan stok uang baru di bank, bukanlah alasan yang masuk dalam
lingkup darurat, karcna tujuan dari penukaran adalah untuk scdekah.
Menggunakan uang lama pun bisa.

6. Upah boleh ditentukan olch pekerja jika penentuan upah dilakukan sebelum
pekerjaan dilaksanakan, jadi atas kesepakatan bersama. Seperti pekerja rental
pengetikan, kuli bangunan dengan sistem borongan. Jika ditentukan setelah
pekerjaan dilakukan, maka yang berhak menentukan adalah pihak yang
memberi pekerjaan, dalam hal transaksi penukaran uang adalah pembeli.
Hadits Nabi, “bayarlah upahnya sebelum keringatnya kering.”

Menurut penulis, ada satu kaidah yang berhubungan dengan masalah
pro dan kontra ini:
2 Ul ol (3 388) Tpe (T e a7
“Mecnolak kerusakan didahulukan dari kermashlahatan™’
Maksud dari kaidah di atas adalah, apabila di dalam suatu perkara terlihat

adanya manfaat atau maslahah, yang di dalamnya terdapat kerusakan, maka yang

2 Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyal (Jakarta: Sa’diyah Putra, T. th), 34.
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harus didahulukan adalah menghilangkan kcrusakan. Hal itu dimaksudkan agar
kerusakan tidak bertambah luas. Kerusakan yang dimaksud adalah menjauhkan
umat manusia dari sifat saling menolong, saling menghormati, dan perasaan
berhutang budi.

Dari keenam alasan di atas, menurut penulis bukan berarti Islam mutlak
melarang praktik penukaran menjclang lcbaran. Dengan kata lain praktik
penukaran uang menjelang Icbaran di jalanan ini diperbolehkan oleh Islam jika
dilakukan dengan cara lain yaitu menukarkan uang dengan nominal yang sama
dan memberikan tambahan menurut kcinginan pembeli, bukan ditentukan oleh
penjual. Sebab diharamkannya praktik ini adalah alasan merugikan dan
keterpaksaan yang keduanya berawal dari akad yang dilakukan. Umumnya akad
yang terjadi adalah penjual menyatakan harganya dan diartikan pembeli sebagai
upah. Padahal sebenarnya praktik terscbut tidak diperbolehkan dalam Islam.

Dalam hukum Islam, jumlah upah disepakati pada awal perjanjian saat
terjadinya fjab gabul sebelum pekerjaan dilaksanakan agar terjadi kesepakatan di
antara kedua pihak. Pada penukaran uang ini, upah yang dimaksud olch pihak
pembeli adalah upah yang diberikan scbagai ganti uang lelah. Jadi upah yang
dimaksud di sini scbenarnya yang berhak menentukan adalah pembeli, atau boleh
penjual yang menentukan asalkan ditentukan di awal sebelum pekerjaan
menukarkan di bank dimulai. Misalnya, jasa rental pengetikan, pemilik rental

yang menentukan besarnya upah yang harus dibayar. Sedangkan yang tecrjadi
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pada umumnya adalah penjual yang berhak menentukan upah mereka setelah

pekerjaan menukar di bank selesai, hal ini tidak sejalan dengan teori upah dalam

hukum Islam.

Untuk membolehkannya praktik penukaran uang ini hendaknya pembeli

yang menentukan agar transaksi menjadi sah. Seperti praktik yang terjadi di

Masjid Agung Surabaya. Data mengenai hal ini adalah.

“Kami ini hanya membantu pembeli mbak, kebanyakan orang sibuk, jadi
tidak sempat untuk tukar kc bank, kadang juga karcna malas antri.
Biasanya, orang-orang mcnukar uang Rp 100.000, ditukar dengan Rp
2.000 an atau Rp 1.000 an. Ada juga yang menukar hingga Rp 500.000,
ditukar dengan 1 pak Rp 1.000 an, 2 pak Rp 2.000 an, dan 2 pak Rp
500.000 an. Kami tukar scsuai dengan yang diinginkan. Rp 100.000 ya
Rp 100.000.”%

“Masalah tambahan, itu sih tcrscrah pembeli mbak memberi uang
berapa, asalkan kami tctap diberi scbagai ganti lelah seharian
menjajakan. Ada juga pcnjual di sini yang memberi persyaratan minimal
Rp 5.000 untuk ongkos, tapi semua terscrah pembeli. Kami tidak ingin
memaksa.”

Salah satu pembeli yang menyatakan kebenaran transaksi di masjid agung

adalah Farhatin, berikut ini datanya.

“Saya pernah menukarkan uang di Masjid Agung, sistemnya beda dengan
yang dilakukan di Jl. Blauran dan Tugu Pahlawan. Kalau di Tugu
Pahlawan saya menukar Rp 100.000, harganya Rp 115.000, kadang juga
ditawar bisa jadi Rp 110.000. Sedangkan di Masjid Agung, saya diminta
untuk memberikan upah seikhlas saya,ya....saya beri Rp 5.000 mbak, /2
wong ikhlasnya segitu.” 2

2 Munaji (penjual), Wawancara, Surabaya, 12 April 2011,

3 Ibid.
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Pada dasarnya, penukaran uang dengan model tambahan ini sudah
menjadi kebiasaan yang akan sulit diubah, akan tetapi mencgakkan keadilan di
dalam kehidupan umat manusia mcrupakan salah satu tujuan yang amat besar.
Islam sangat membolehkan setiap langkah atau tindakan yang bermaksud
menegakkan keadilan dan meniadakan kezaliman. Sebagaimana dalam surat an-
Nisa’ ayat 58:
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyurul kamu menyampaikan amanat kepada
yeng berhak mencrimanya, 'dan' (menyurub kamu) apabila mcnetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran  yang scbaik-baiknya

- kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
Melihat.”*
B. Analisis Praktik Penukaran Uang Menjclang Lebaran menurut konsep Maslahah
Telah dijelaskan di atas mengenai istilah kescjahteraan atau mas/ahah
yaitu kondisi ideal yang dicapai olch manusia dengan terpenuhinya kebutuhan
baik primer (daruriyyah), sekunder (hajiyah) dan tersier (tahsiniyyah) secara
berkesinambungan.?* Dengan begitu, kcbutuhan primer manusia adalah sesuatu

yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan tidak berfungsinya kehidupan,

ketidakteraturan dan kehancuran. Instabilitas dalam kehidupan ini tidak akan

* Departemen Agama RI, Mushaf al-Quran Terjemah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 135.
* Abdul Wahab Kholaf, //mu Ushdl Figh (Bandung: Risalah,1972), 198.
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terjadi jika agama, nyawa, akal, kechormatan dan harta mendapatkan
perlindungan hukum. Kebutuhan sckunder (Azjiyah) adalah sesuatu yang
berfungsi mempermudah dan meringankan dalam kchidupan dengan
diberlakukan dispensasi (rukhsah) dalam /badah dan scbagainya. Kebutuhan
tersier (faksiniyyah) adalah scsuatu yang berorientasi pada cstetika dan etika
yang dicjawantahkan dalam sbadah yang berupa urgensi kesucian dalam ritual;
muamalah, yang berupa tidak diperbolchkannya penipuan dalam jual beli;
Jinayah, yang berupa larangan pembunuhan anak, perempuan dan scbagainya.
Jika masiahah dikaitkan dengan praktik penukaran uang baru di jalanan,
maka harus dikaji lebih dalam lagi menggunakan konsep darurat dalam Hukum
Islam,apakah termasuk dalam katcgori darurat atau tidak. Al-zarkasyi dan al-
Sayuti mendefinisikan darurat dalam rumusan scbagai berikut.?
“Darurat ialah sampainya scscorang pada batas di mana jika ia tidak mau
memakan yang dilarang, maka ia akan binasa, atau mendckati binasa,
seperti orang yang terpaksa memakan sesuatu yang dilarang di mana jika
ia bertahan dalam kelaparannya atau tanpa memakai sesuatu yang
dimaksud, maka ia akan mati atau hilang scbagian anggota badannya.”
Sedangkan definisi menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili mengenai
darurat sebagai berikut.”’
“Darurat ialah datangnya kondisi bahaya kesulitan yang amat berat
kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan

atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kchormatan, akal, harta
dan yang bertalian dengannya. Ketika itu dibolehkan mengerjakan yang

% Al Zarkasyi,al Mantsur fi Tartib al-Qawa’id al Fighiah, dalam Wahbah Az-Zuhaili, Konscp darurat
dalam Hukum Islam, Said Agil, dkk (terj.) (Jakarta: Gaya Mcdia Pratama, 1997), 71.

%7 Wahbah az-Zuhaili, Konscp Darurat dalam Hukum Islam, Said Agil, dkk (terj.) (Jakarta: Gaya
Media Pratama, 1997), 72.
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diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan atau menunda waktu
pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakannya
dapat menimpa dirinya sclama tidak kcluar dari syarat-syarat yang
ditentukan olch syariat Islam.”

Merujuk pada definisi darurat di atas, dapat disimpulkan beberapa
batasan keadaan darurat yang dibolchkan mclakukan sesuatu yang diharamkan
atau yang wajib bolch ditinggalkan. Batasan-batasan ini ditentukan agar semua
orang tidak mudah mengklaim adanya darurat yang dapat ditcrima atau
dibenarkan perbuatannya mclanggar syariat Islam. Batasan-batasan itu sebagai
berikut.

1. Keadaan darurat itu telah ada. Artinya, kckhawatiran akan kebinasaan
memang benar-benar ‘ada, yang diketahui miclalui‘dugaan” kuat berdasarkan
pengalaman yang ada. Pada saat itu sesecorang boleh berpegang dengan
ketentuan-ketentuan hukum kekecualian mecnurut agama. Perlakuan itu
dilakukan untuk meclindungi lima kebutuhan dasar yang dipelihara agama,
yaitu agama, jiwa, kchormatan, akal, dan harta.

2. Orang yang terpaksa itu tidak memiliki pilihan lain kecuali melanggar
larahgan syara’, atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari
kemudharatan selain melanggar hukum. Seperti, seseorang yang berada di
tengah hutan dan sedang kclaparan. Dia diperbolehkan memakan daging

hewan yang dilarang Islam scperti babi. Sclama orang itu masih bisa mencari

atau mencmukan makanan lain scperti buah-buahan atau hewan yang halal,
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maka larangan memakan babi masih menjadi kewajibannya yang harus
dipatuhi.

3. Jangan sampai orang yang terpaksa itu melanggar prinsip-prinsip pokok
syara’ yang telah discbutkan, berupa memelihara hak-hak orang lain,
menciptakan keadilan, menunaikan amanah, menghindari kemudharatan,
serta memeclihara prinsip keberagaman. Contoh dalam hal ini adalal.l, barang
siapa yang dalam keadaan biasa bisa mendapaikan pinjaman dari orang lain
tanpa bunga, maka ia tidak dibenarkan mengambil pinjaman bcrbuﬁga atau
jual beli dengan riba. Jika memang dalam kcadaan terpaksa, hendaknya orang
terpaksa itu dilepaskan dari kewajibannya, dengan kata lain menyedekahkan
utangnya kepada si peminjam.

4. Orang yang terpaksa itu membatasi dirinya pada hal yang dibenarkan
melakukan (melanggar syara’) pada batas yang paling rendah atau
secukupnya, tidak berkelanjutan jika keadaannya sudah biasa. Seperti
penggunaan alkohol. Hanya dibenarkan pada saat operasi untuk membius
pasicn, jika pasicn dinyatakan scmbuh, maka alkohol tidak bolch digunakan
lagi.

Berdasarkan pengertian dan batasan-batasan darurat di atas, kita bisa
menganalisis status hukum tcntang praktik penukaran uang baru menjelang

lebaran yang terjadi di jalanan selama ini.
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Kebutuhan yang bersifat umum maupun khusus mempunyai pengaruh
dalam perubahan ketetapan hukum sebagaimana halnya dengan darurat.
Penukaran uang menjelang lebaran dapat dikategorikan sebagai kebutuhan
manusia saat lebaran karena uang yang ditukarkan terscbut menjadi ciri khas
hadiah untuk sanak saudara atau anak-anak.

Manfaat yang dipcrolch dari pcnukaran uang ini memang banyak.
manfaat bagi pembeli adalah mercka mendapatkan uang dengan mudah, tidak
perlu bersusah payah mengantri di bank. Manfaat bagi penjual adalah mercka
mendapatkan keuntungan yang relatif banyak. Akan tetapi, manfaat saja tidak
cukup kuat dijadikan alasan penukaran uang dengan tambahannya ini menjadi
sesuatu yang bisa dihalalkan.”® Harus ada scsuatu yang darurat yang apabila
praktik ini tidak dilakukan maka akan menimbulkan sesuatu yang
membahayakan. Dengan dcmikian hukum dari praktik penukaran ini
diperbolehkan dengan alasan mas/ahah. Berikut ini adalah beberapa hal yang
menyangkut praktik penukaran ditinjau dari sisi batasan atau syarat darurat.

\. Suvatu keadaan dikatakan dharurat jika kekhawatiran akan kebinasaan yang
mengancam lima kebutuhan dasar manusia.

Lima kebutuhan pokok manusia yang dipelihara oleh agama seperti, agama,
jiwa, akal, dan harta akan tetap tcrjaga walaupun tanpa adanya praktik penukaran

uang yang dilakukan di jalanan.

2 Evaluasi: Pada pejelasan analisis hukum Islam terhadap praktik penukaran uang baru menjelang
lebaran (di jalanan), Hukum Islam senada dengan ulama kontra untuk mengharamkan tambahan yang
ada pada penukaran uang terscbut karena dianggap scbagai termasuk prakick riba fadl.
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2. Orang yang terpaksa itu tidak memiliki pilihan lain kecvali melanggar
larangan syara’, atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari
kemudharatan selain melanggar hukum.

Penukaran uang menjclang lebaran tidak hanya dilakukan di jalanan,
tetapi bisa juga dilakukan di bank-bank terdekat. Jika seseorang tidak
mempunyai waktu yang banyak untuk menukarkan uang dengan alasan malas
mengantri atau proses bank yang terlalu rumit, maka jalan lain yang harus
dipilih adalah (a) mengumpulkan uang recch dari awal bulan Ramadhan, (b)
menyuruh orang lain untuk menukarkan uang ke bank dengan membayar
upah tertentu yang disepakati di awal sebelum pekerjaan dimulai, (c) atau
tetap menggunakan jasa pcnukaran uang di jalanan, dengan syarat yang
menentukan besarnya upah adalah pembeli sesuai standar pekerjaannya.

3. Jangan sampai orang yang tcrpaksa itu melanggar prinsip-prinsip pokok
syara’ yang telah disebutkan.

Prinsip keadilan dimaksud adalah tidak merugikan salah satu pihak
dan didasarkan pada sukarcla di antara kcdua pihak yang bertransaksi.
Berdasarkan data yang diperolch, ungkapan tcrpaksa memberikan tambahan
jelas terlihat. Walaupun ada juga manfaatnya, manfaat itu akan sia-sia jika
salah satu pihak merasa keberatan. Selain itu, penjual juga semakin
menaikkan harga jualnya pada saat lebaran semakin dckat. Para penjual

semakin memanfaatkan kescmpatan tanpa mempedulikan kebutuhan pembeli
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yang ingin menukarkan uangnya untuk dibagikan pada saudara. Pembeli akan
lebih senang jika penukaran uang dilakukan dalam nominal yang sama tanpa
ada tambahan. Hal ini akan mcnjadi suatu pcmbelajaran bagi masyarakat
untuk saling mcnolong, yakni suatu pcrasaan hutang budi karcna sudah
dibantu mcnukarkan uang di bank. Dengan sendirinya, pcmbeli akan
memberikan imbalan untuk penjual uang.

Orang yang terpaksa itu membatasi dirinya pada hal yang dibenarkan
melakukan (melanggar syara’) pada batas yang paling rendah atau
Secukupnya, tidak berkclanjutan jika kcadaannya sudah biasa.

Praktik penukaran uang dengan tambahan ini telah menjadi kebiasaan
masyarakat sctiap tahun. Bahkan, ada penjual uang yang mcnyatakan siap
meninggalkan pekerjaannya schari-hari untuk beralih kepada pekerjaan
menjual vang ini. Alasan mercka hanya untuk mendapatkan kcuntungan
sebanyak-banyaknya, tcrlepas apakah pembcli rela atau tidak. Jika pembeli
tidak menyetujui syarat pcnjual, maka transaksi tukar uang itu tidak akan

terjadi.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Analisis pada bab iv dapat disimpulkan scbagai berikut.
Akad dalam praktik penukaran uang menjclang lebaran di Kota Surabaya
lebih cenderung ke akad jual beli uang bukan jual jasa, dengan memanfaatkan
momen lebaran. Dikatakan scbagai jual beli karcna terdapat unsur tawar
menawar antara penjual dan pembeli untuk memperoleh kesepakatan
mengenai harga dari vang yang ditukar
Terjadi perbedaan perbedaan pandangan ulama mengenai transaksi penukaran
uang di Kota Surabaya. Perbedaan tersebut dibagi menjadi dua kelompok
yaitu kelompok ulama yang sctuju dan ulama yang tidak setuju dengan
praktik penukaran vang.
a. Ulama yang setuju menyatakan bahwa penukaran uvang di jalanan
menjelang lebaran ini termasuk dalam jual jasa.
b. Ulama yang tidak setuju menyatakan bahwa praktik penukaran uang

menjelang lebaran di jalanan hukumnya haram karena termasuk riba fad/.
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3. Hukum Islam dalam memandang pendapat ulama mengenai praktik

penukaran ini cenderung kepada pandangan ulama yang kontra dengan

beberapa alasan berikut ini.

a)

b)

d)

Hadits Nabi SAW yang menjelaskan tentang tata cara penukar:;m barang
ribawi sejenis |

Dalam syarat-syarat khusus jual beli barang ribawi, disyaratkan adanya
persamaan jumlah antara kedua mata uvang dan kcharuasan menghindari
kemungkinan terjadinya riba;

Ada yang mcrasa dirugikan walaupun hanya scbagian kecil yang
mengatakannya.

Dikhawatirkan menjadi sesuatu yang dipermainkan. Artinya, tambahan
dalam penukaran selalu dinaikkan dua kali lipat pada saaat lebaran sudah
semakin dekat.

Kehabisan stok uvang baru di bank bukanlah alasan yang masuk dalam
lingkup darurat karena tujuan dari penukaran adalah untuk sedekah.

Upah boleh ditentukan oleh pekerja jika penenmtuan upah dilakukan

sebelum pckerjaan dilaksanakan, jadi atas kesepakatan bersama.
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B. Saran
Penelitian ini telah menggali pandangan ulama tentang praktik penukaran

uang menjelang lebaran. Praktik ini terfokus hanya pada beberapa jalan di
wilayah Surabaya berdasarkan tingginya tingkat transaksi yang dilakukan oleh
para pihak yang terkait. Objck penelitian ini adalah pandangan ulama mengenai
praktik penukaran uang di Surabaya. Hakikatnya, scbuah penclitian akan
bermanfaat jika hasil penelitiannya dimanfaatkan. Namun, pencliti menyadari
bahwa penelitian yang dilakukan ini tidak pernah lepas dari kekurangan. Oleh
sebab itu, disajikan saran-saran scbagai berikut.

1. Ulama Surabaya dapat menjadikan penclitian ini untuk refrensi sebagai data
yang bisa dimanfaatkan. Hal ini disarankan karcna dalam penelitian ini
disajikan pendapat para pihak yang tcrlibat dalam transaksi bescrta alasan
mereka. Sclain itu, penelitian ini juga mengungkapkan latar belakang adanya
praktik penukaran ini. Dengan demikian para ulama bisa memberikan solusi
yang terbaik untuk kesejahteraan umat di kemudian hari.

2. Dengan memahami konscp penukaran uang yang telah dipaparkan dalam
penelitian ini, seyogyanya pihak yang sudah terlibat ataupun belum terlibat
tidak melakukan praktik penukaran uang karcna mengarah ke arah riba. Jika
memang kebutuhannya sangat mendesak, sebaiknya melakukan praktik ini
sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam yaitu dengan memberikan

wewenang kepada pembeli untuk menentukan imbalan sccara adil.
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3. Untuk mencegah praktik penukaran yang selama ini terjadi agar tidak terus
menyebar, pihak Bank Indoncsia, khususnya bank di Surabaya bisa
memberikan kesempatan yang lcbih luas kepada masyarakat yang ingin
menukarkan uvang menjelang lebaran dan tidak perlu membatasi hari
transaksi. Bank Indoncsia juga bisa bckerja sama dengan bank lain untuk
menyediakan mobil layanan pcnukaran uang dan menyosialisasikan perlunya
menukar uang lcbih awal scrta manfaat-manfaat yang dipcroleh dari menukar

uang langsung di bank.
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